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ABSTRAK

Eva Sopyanah, NIM: 151600082, Judul Skripsi: Analisis
Implementasi Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah Pada
Produk Brilliance Hasanah Sejahtera.

Dalam mu’amalah, kejelasan bentuk akad sangat
menetukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak
menurut kaidah syar’i. demikian pula dalam berasuransi,
ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan
permasalahan dari sisi legalitas hukum islam. Karena asuransi
pada mulanya tidak dikenal dalam literature islam maka oleh
jumhur ulama di giyas-kan sebagai praktek jual beli. Dengan
demikian, sah tidaknya transaksi asuransi dari kacamata syariah
ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun jual beli. Bahkan ,
sejumlah pemain Asuransi besar pun ikut tertarik masuk dalam
bisnis Asuransi Syariah Indonesia. Jaminan risk asuransi syariah,
sharing of risk, saling menanggung antara satu peserta dengan
peserta lainnya (ta’awun). Pengelolaan dana asuransi syariah
pada produk-produk saving (life) terjadi pemisahan dana, yaitu
dana tabarru’ (derma) dan dana peserta, sehingga tidak mengenal
istilah dana hangus. Sedangkan untuk term insurance (life) dan
general insurance semuanya bersifat tabarru’.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Kedudukan,
dan Implementasi Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah Pada
Produk Brilliance Hasanah Sejahtera (Studi pada PT. SunLife
Financial Syariah Cabang Kota Tangerang).

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengatahui
Bagaimana Kedudukan, dan Implementasi Akad Tabarru’ Dalam
Asuransi Syariah Pada Produk Brilliance Hasanah Sejahtera
(Studi pada PT. SunLife Financial Syariah Cabang Kota
Tangerang).

Berdasarkan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan
wawancara yang telah diperoleh lalu dilakukan penganalisaan
serta membuat sebuah kesimpulan dan saran-saran berdasarkan
hasil pembahasan dengan mengembangkan hasil wawancara dan



observasi yang telah dilakukan peneliti yang diuraikan dalam
kata-kata. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder yang diperoleh dari PT.SunLife Financial Syariah
Cabang Kota Tangerang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi akad
tabarru’ dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam
bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk
yang mengandung unsur tabungan (saving), maka premi yang
dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan
satunya lagi rekening tabarru’. Keberadaan rekening tabarru’
menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar
ketidakjelasan (keghara-ran) asuransi dari sisi pembayaran klaim.
Kata kunci : Akad Tabarru’, Asuransi Syariah, Produk Brilliance
Hasanah Sejahtera
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MOTTO
LDl pDa s el 4 Qs

"Dan Allah menghalalkan jual beli
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan
tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui
investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan
pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui
akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.'

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional,
karena kontrak/akad yang sesuai dengan syariah, yakni akad
tabarru’, dalam hal ini hibah dan akad tijarah dalam hal ini
mudharabah. Serta tidak mengandung penipuan (gharar), riba,
penyiksaan (zulum) dan suap (risywah).?

Asuransi merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia,
karena risiko yang mungkin dihadapi oleh setiap orang, seperti

kecelakaan misalnya memiliki konsekuensi finansial. Sehingga,

! Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI No: 21/DSN-MUI/X/1/2001
Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah, hlm 5.

2 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2012), 306.



untuk memberikan proteksi finansial terhadap risiko yang
dihadapi oleh setiap orang, menuntun diperlukannya asuransi
sebagai kebutuhan dasar bagi setiap orang pada ruang lingkup
yang sangat dalam berbagai situasi dan kondisi.

Kajian asuransi syariah dalam hukum Islam merupakan
hal yang baru, dan belum pernah ditemukan dalam literatur figh
klasik. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu ke-
Islaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Di
sisi lain, kajian tentang asuransi merupakan sebuah paket dari
kajian ekonomi Islam yang biasanya selalu dikaji bersama-sama
dengan pembahasan perbankan dalam Islam.

Secara  prinsipil  kajian  ekonomi Islam  selalu
mengedepankan asas keadilan, tolong menolong, menghindari
kedzaliman, pengharaman riba (bunga), serta penghilangan unsur
gharar. Di samping itu, lembaga asuransi syariah perlu
mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri,
terpadu dan profesional serta tidak menyalahi aturan dasar yang

telah digariskan dalam ajaran syariah Islam.



Di sinilah ulama kontemporer berperan dalam menggali
dan menyusun sebuah Kinerja lembaga asuransi Syariah yang
memasukkan unsur tolong-menolong, seperti yang terjadi diawal
sejarah asuransi yang menjadikan tolong-menolong sebagai unsur
utama di dalamnya. Dari sini, asuransi syariah mengemban tugas
membersihkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah
terhadap praktik yang dijalankan oleh asuransi konvensional.

Asuransi syariah muncul di indonesia kali pertama di
tahun 1994. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi
syariah menggunakan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah
sehingga tak hanya memungkinkan kita untuk berasuransi, tetapi
kita juga bisa menolong nasabah asuransi lainnya melalui premi
yang Kita bayar.

Fatwa DSN No. 21/2001, asuransi adalah usaha saling
melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui
investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan
pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui

akad yang sesuai syariah.



Untuk memahami istilah akad, penulis meminjam istilah
akad di undang-undang perbankan Syariah no 21 tahun 2008,
bahwa ‘“akad adalah kesepakatan tertulis antara asuransi Syariah
atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban
bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah.”

Definisi akad tabarru’ pada asuransi Syariah dan
reasuransi Syariah menurut DSN MUI yang tertuang dalam fatwa
No. 53/DSN-MUI/1II/2006 adalah semua bentuk akad yang
dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan
tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil.
Akad tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua
produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan antar peserta
pemegang polis. Dalam akad tabarru’ sekurang-kurangnya
menyebutkan sebagai berikut:
1. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
2. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun

tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok;

3. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;



4. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis
asuransi yang diakadkan.®

Bahkan, sejumlah pemain asuransi besar dunia pun turut
tertarik masuk dalam bisnis asuransi syariah di indonesia. Mereka
menilai indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di
dunia merupakan potensi pengembangan bisnis cukup besar yang
tidak dapat diabaikan.

Dalam mu’amalah, kejelasan bentuk akad sangat
menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau
tidak menurut kaidah syar’i. Demikian pula dalam berasuransi,
ketidakjelasan Dbentuk akad akan berpotensi menimbulkan
permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam. Karena asuransi
pada mulanya tidak dikenal dalam literatur Islam maka oleh
jumhur ulama di-giyas-kan sebagai praktek jual beli. Dengan
demikian, sah tidaknya transaksi asuransi dari kacamata syariah
ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun jual beli.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor

21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah

® Novi puspitasari, Manajemen Asuransi Syariah, (Yogyakarta: Ull
Press,2015), hal 91



dinyatakan bahwa asuransi syariah (ta’min, takaful atau
tadamunh) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong
diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam
bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad
(perikatan) yang sesuai dengan syariah (tidak mengandung unsur
gharar atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zulm atau
penganiayaan, rishwah atau suap, barang haram dan maksiat).
Yang dimaksud akad tijarah adalah semua bentuk akad yang
dilakukan untuk tujuan komersial. Sedangkan akad tabarru’
adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan
kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan
komersial.

Dewan pengawas syariah yang berfungsi, untuk
mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas
dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan

prinsip-prinsip syariah. Akad dalam asuransi syariah yaitu akad



tabarru’ dan akad tijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah,
dan sebagainya).®

Jaminan risk asuransi syariah, sharing of risk, saling
menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta’awun).
Pengelolaan dana asuransi syariah pada produk-produk saving
(life) terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru’ (derma) dan
dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus.
Sedangkan untuk term insurance (life) dan general insurance
semuanya bersifat tabarru’.

Adapun produk asuransi syariah yang sering disepakati
dalam operasional sebuah perusahaan asuransi syariah secara
garis besar dapat dipilih menjadi dua, yaitu (a) produk asuransi
syariah dengan unsur saving, dan (b) produk asuransi syariah
non-saving. Dalam sistem pada produk saving (tabungan), peserta
wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada
perusahaan. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah
minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang

dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang

* Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).
2001. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang
Pedoman Umum Asuransi Syariah. Jakarta



berbeda: (1) rekening tabungan peserta, yaitu dibayarkan bila
perjanjian berakhir, atau peserta mengundurkan diri, atau peserta
meninggal dunia; (2) rekening tabarru’, yaitu kumpulan dana
kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana
kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu,
yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, atau perjanjian
telah berakhir (jika ada surplus dana).

Sedangkan dalam sistem pada produk non-saving (tanpa
tabungan), setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan
dimasukkan dalam rekening tabarru’ perusahaan. Kumpulan dana
peserta ini akan diinvestasikan sesuai Syariah Islam. Keuntungan
hasil investasi dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi
reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut
prinsip mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan
perjanjian kerja sama antara perusahaan (takaful) dan peserta.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mekanisme
pengelolaan premi pada PT Sun Life Financial Syariah cabang
Kota Tangerang telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme

pengelolaan dana pada produk dengan sistem besarnya premi



untuk masing-masing peserta dihitung atas dasar usia debitur atau
peminjaman, jangka waktu asuransi, besar pembiayaan
ditandatangani dan besarnya sesuai tabel premi. Kumpulan dana
peserta ini diinvestasikan sesuai dengan Syariah Islam dan tiap
keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi
(klaim dan premi reasuransi), akan dibagi dengan prinsip
mudharabah.

Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’,

maka boleh dilakukan beberapa alternative sebagai berikut:

a. Diperlukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam
akun tabarru’

b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan
dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang
memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.

c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat
dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan
asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh

para peserta.
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Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut diatas
harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam
akad.

a. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru’

(defisit tabarru’), maka perusahaan asuransi wajib
menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk
gardh (pinjaman).

b. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan

asuransi disisihkan dari dana tabarru’.

Implementasi akad tabarru’ dalam sistem asuransi syariah
direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi
dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (saving),
maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana
peserta dan satunya lagi rekening tabarru’. Sedangkan untuk
produk yang tidak mengandung unsur tabungan (non-saving),
setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam

rekening tabarru’. Keberadaan rekening tabarru’ menjadi sangat
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penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (ke-
garar-an) asuransi dari sisi pembayaran klaim.

Oleh karena begitu urgen dan vitalnya akad tabarru’
dalam asuransi Syariah, maka penelitian ini berusaha akan
melakukan kajian dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI
AKAD TABARRU’ DALAM ASURANSI SYARIAH PADA
PRODUK BRILLIANCE HASANAH SEJAHTERA STUDI
KASUS PADA PT SUN LIFE FINANCIAL SYARIAH

CABANG KOTA TANGERANG.”

. ldentifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang teridentifikasi dari latar

belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Asuransi merupakan kebutuhan bagi manusia guna
memberikan proteksi terhadap risiko yang mungkin
terjadi.

2. Asuransi Syariah merupakan sistem asuransi yang

berbeda dengan sistem asuransi konvensional.
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3. Diperlukan konsep akad yang sesuai dengan karakter

syariah dalam berasuransi.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulisan membatasi
masalah yang akan dibahas sebagai patokan dalam penelitian,
sehingga penelitian ini tidak membias dan dapat mencapai tujuan
yang dikehendaki. Pembatasan masalah difokuskan sebagai
berikut:
1. Analisis pelaksanaan akad Tabarru’ dalam asuransi syariah
2. Analisis implementasi akad Tabarru’ dalam asuransi

syariah pada produk brilliance hasanah sejahtera

3. Menganalisis prosedur dan mekanisme pelaksanaan akad

Tabarru’

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah
yang dikemukakan di atas, penilitian merumuskan rumusan

masalah sebagai berikut :
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Bagaimana kedudukan akad tabarru’ pada PT Sun Life
Financial Syariah cabang Kota Tangerang.

Bagaimana implementasi akad tabarru’ yang dihubungkan
dengan prinsip Syariah.

Produk apa saja yang ditawarkan oleh Asuransi Syariah
pada PT Sun Life Financial Syariah cabang kota Tangerang.
Bagaimana prosedur dan mekanisme akad Tabarru’ dalam
asuransi Syariah yang ada di PT Sun Life Financial Syariah

cabang kota Tangerang.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1.

Untuk mengetahui kedudukan akad tabarru’ pada PT Sun Life
Financial Syariah cabang Kota Tangerang.

Untuk mengetahui implementasi akad tabarru’ yang
berhubungan sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk mengetahui produk-produk apa saja yang ada pada PT

Sun Life Financial Syariah cabang kota Tangerang.
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4. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pelaksanaan akad
Tabarru’ dalam asuransi Syariah yang ada di PT Sun Life

Financial Syariah cabang kota Tangerang.

. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki manfaat baik bagi penulis
sendiri, bagi perusahaan atau pengambil kebijakan, maupun
kepada pembaca sehingga manfaat dari penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kegunaan praktisi maupun teoritis bagi pihak-
pihak tersebut:

1. Bagi perusahaan, diharapkan menjadi masukan
sebagai sarana informasi dan sumbangan pemikiran
agar perusahaan dapat lebih kompetitif lagi ke
depannya.

2. Bagi akademisi, untuk menambah ilmu pengetahuan
dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, staf
pengajar dan lainnya.

3. Bagi prodi, untuk memperluas informasi dalam rangka

menambah dan meningkatkan khazanah pengetahuan.
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4. Bagi penulis, sebagai bahan acuan pembelajaran teori
maupun praktek dalam tinjauan data secara langsung
maupun tidak langsung, sehingga berguna bagi
penulis untuk dapat memahami secara mendalam

terkait dengan variabel yang diteliti.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam literatur hukum Islam, asuransi dikenal dengan al-
takaful, al-tadamun dan al-ta’min adalah usaha saling melindungi
dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui
investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru’ yang memberikan
pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui
akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah (tidak mengandung
unsur gharar atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zulm dan
penganiayaan, rishwah atau suap, barang haram dan maksiat).

Sebagaimana diketahui bahwa akad merupakan salah satu
persoalan  pokok dalam asuransi  konvensional yang
menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Selama ini akad
yang ada diasuransi konvensional, dapat berdampak pada

munculnya gharar dan maisir. Oleh karena itu, para ulama
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mencari solusi begaimana agar masalah gharar, maisir, dan riba
dapat dihindarkan.

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah
jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada ekonomi
Islam secara komprehensif. Hal ini disebabkan karena kajian
asuransi syariah merupakan turunan dari konsep ekonomi Islam.
Disamping itu, asuransi syariah harus memiliki persyaratan utama
agar bisa beroperasi secara Islami, yaitu syarat-syarat produk,
syarat-syarat bermitra, syarat-syarat investasi, syarat-syarat
manajemen serta syarat-syarat akuntansi yang harus sesuai

dengan Syariah.

H. Metodologi Penelitian
1. Jenis metode penelitian
Jenis metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini
muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam
memandang suatu realitas (fenomena atau gejala). Metode
kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk

meneliti pada kondisi obyek alamiah, di mana peneliti adalah
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sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan
bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna generalisasi.
Subjek penelitian, tempat, dan waktu penelitian
a. Subjek penelitian
b. Tempat penelitian
c. Waktu penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mendapatkan
data dari hasil wawancara, dari hasil observasi atau dari
sejumlah dokumen. Muara dari seluruh kegiatan analisis, data
kualitatif adalah terletak pada pelukisan atau penuturan
tentang apa yang berhasil kita mengerti berkenaan dengan
sesuatu masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Metode
yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah

dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.
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3. Metode pengumpulan data

a.

b.

Observasi

Observasi adalah suatu proses dimana peneliti
mengamati apa yang terjadi dilapangan, dalam hal ini
peneliti melakukan observasi PT Sun Life Financial
Syariah cabang Kota Tangerang mengenai Analisis
implementasi akad tabarru’ dalam asuransi syariah pada
produk brilliance hasanah sejahtera.
Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih
untuk mencari informasi dan ide melalui tanya jawab.
Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada
narasumber yaitu direktur utama PT Sun Life Financial
Syariah cabang Kota Tangerang mengenai implementasi
akad tabarru’ dalam asuransi Syariah pada produk
brilliance hasanah sejahtera.
Dokumentasi

Dokumentasi biasanya  dilakukan untuk

mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik
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secara pribadi maupun kelembagaan. Dokumentasi dari
asal kata dockument yang artinya barang-barang tertulis.
Dalam  penelitian  kualitatif, analisis data
ditekankan selama proses di lapangan bersamaan dengan
pengumpulan data. Analisis data merupakan proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan
dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke
dalam Kkategori, menjabarkan ke dalan unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih
mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
dan orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif,
yaitu dari hasil penelitian yang bersifat umum akan

disimpulkan menjadi khusus.

I. Penelitian Terdahulu
Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan

penelitian ini, adalah sebagai berikut:
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Penelitian yang dilakukan oleh M. Arif Hakim,
Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus,
yang berjudul “Analisis Aplikasi Akad Tabarru’ dalam Asuransi
Syariah: studi kasus pada AJB bumiputera 1912 syariah cabang
kudus”. Dalam penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa
produk-produk pada AJB bumiputera 1912 syariah cabang kudus
adalah termasuk produk yang ada unsur saving (tabungan), yaitu
asuransi perorangan (mitra sakinah, mitra mabrur dan mitra iqra’)
maupun asuransi kumpulan.®

Penelitian yang dilakukan oleh Hifi Saniatusilma,
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga,
yang berjudul “Manajemen Risiko dan Tabarru’ PT. Asuransi
Jiwa Syariah Al-amin”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan
bahwa meninjau dari fungsi dan pemanfaatan dana tabarru’,
terdapat empat potensi risiko yakni risiko beban klaim, risiko

investasi, risiko likuiditas, serta risiko kegagalan reasuradur, cara

> M.Arif Hakim, Analisis dkad Tabarru’ dalam asuransi Syariah:
studi kasus pada AJB Bumiputera 1912 syariah cabang kudus.
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dalam mengidentifikasi risiko dengan menggunakan metode
underwriting limit SPAAPP.°

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Puspitasari,
Mahasiswa  Universitas Jember (2016), yang berjudul
“Determinan Proporsi dana Tabarru’ pada Lembaga Keuangan
Asuransi Umum Syariah.” Dalam penelitian tersebut penelitian
ini bertujuan menguji variabel-variabel determinan proporsi dana
tabarru’ pada lembaga keuangan asuransi umum Syariah di
Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat
variabel yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap proporsi
dana tabarru’ yaitu klaim, kegiatan reasuransi, biaya komisi, dan
beban administrasi umum.’

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Puspitasari,
Mahasiswa Universitas Jember (jember), dalam jurnal Akuntansi
dan Keuangan Indonesia Volume 9-No. 1 juni 2012 yang

berjudul “Model Proporsi Tabarru’ dan Ujrah pada bisnis

® Hifi saniatusilma, Manajemen Risiko dana tabarru’ PT. Asuransi
jiwa Syariah Al-Amin, jurnal penghimpunan mahasiswa ekonomi Islam-
universitas Airlangga, jest vol. 2 No. 12 desember 2015.

"Novi puspitasari, Determinan proporsi dana tabarru’ pada lembaga
keuangan asuransi umum Syariah, jurnal akuntansi dan keuangan Indonesia,
desember 2016, vol. 13, No. 2, hal 160-173.
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Asuransi Umum Syariah di Indonesia.” Dalam penelitian tersebut
dapat disimpulkan bahwa studi ini mampu mengidentifikasi
konstruk-konstruk kontekstual yang berinteraksi pada penentuan
proporsi tabarru’. Penelitian ini juga menghasilkan model
hubungan kostruk, vyaitu konstruk klaim, aspek keuangan
perusahaan, dan kegiatan retakaful, berpengaruh terhadap
proporsi tabarru’ dan ujrah serta proporsi tabarru’ ujrah

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.®

Sistematika Penulisan

untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi
penelitian ini maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi
V BAB. Uraian sistematika pembahasan yang terkandung dalam
masing-masing BAB disusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Pada bagian
pendahuluan ini akan diberikan gambaran mengenai topik
penelitian yang akan disajikan. Bagian pendahuluan memuat

beberapa hal penting yang terdiri dari latar belakang masalah,

8 Novi puspitasari “model proporsi tabarru’ dan ujrah pada bisnis
asuransi umum Syariah di Indonesia” jurnal akuntansi dan keuangan
Indonesia, volume 9-No. 1, juni 2012
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identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran,
penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika
penulisan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri
dari asuransi syariah, pengertian asuransi, dasar hukum asuransi
syariah, tujuan asuransi syariah, akad tabarru’, pengertian akad
tabarru’ landasan akad dalam asuransi syariah, implementasi
akad tijarah dalam asuransi syariah.

Bab ketiga, berisi tentang kondisi objektif PT. Sun Life
Financial Syariah cabang Kota Tangerang menjelaskan tentang
sejarah, visi dan misi, sturktur organisasi, dewan pengawas
Syariah, dan produk di PT. Sun Life Financial Syariah cabang
Kota Tangerang.

Bab keempat, pembahasan hasil penelitian. Pembahasan
hasil penelitian berisi uraian analisis dan terpadu mengenai hasil
penelitian yang disajikan secara jujur, obyektif, serta sesuai
dengan etika ilmiah. Pembahasan hasil penelitian membahas

tentang Analisis Implementasi Akad Tabarru’ Dalam Auransi
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Syariah Pada Produk Brilliance Hasanah Sejahtera pada PT. Sun
Life Financial Syariah cabang Kota Tangerang.

Bab kelima, penutup pada BAB ini berisi tentang
kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban ringkas
terhadap perumusan masalah yang diajukan pada bab pertama.
Sedangkan, saran berisi anjuran yang ditujukan kepada
pengambilan kebijakan, pengguna hasil penelitian, maupun

peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian lanjutan.



BAB Il

LANDASAN TEORI

A. Ruang Lingkup Asuransi Syariah
1. Pengertian Asuransi Syariah
Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-ta’'min yang
berasal dari kata amana yang memiliki arti memberi
perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa
takut.® Sebagaimana firman Allah SWT.
“ Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”
Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah
ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang di dalamnya
menjelaskan definisi asuransi syariah yaitu kumpulan
perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan
asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara
para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi

berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan

! kamus Besar Bahasa Arab
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melindungi.? Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang
pedoman umum asuransi syariah, definisi asuransi syariah
adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara
sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk
aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian
untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah).®

Asuransi syariah dikenal juga dengan istilah takaful.
Takafful berasal dari kata kerja takafala, yatakafulu, takaful,
yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama
atau “menjamin seseorang untuk menghindari kerugian”.
Dengan demikian takafful dalam pengertian muamalah adalah
saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara
satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko
yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar

tolong-menolong dalam kebajikan dengan cara masing-

2 undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang
Perasuransian

®Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang
Pedoman Umum Asuransi Syariah
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masing mengeluarkan tabarru’ atau dana kebajikan yang
ditunjukkan untuk menanggung risiko.”

Secara operasional, penggunaan istilah takafful ini
dimaksudkan bahwa semua peserta asuransi menjadi
penolong atau penjamin satu sama lain. Hal ini berarti bahwa
dalam asuransi syariah yang saling menanggung bukan antara
perusahaan asuransi dengan peserta asuransi, melainkan
terjadi diantara peserta asuransi lainnya. Sedangkan
perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai fasilitator atau
mediator saling menanggung diantara peserta asuransi. Hal ini
antara lain yang membedakan antara asuransi syariah dengan
asuransi  konvensional terjadi saling menanggung antara
perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.

Asuransi/pertanggungan adalah suatu perjanjian
dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada
seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk
memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian,

kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,

4 Ahmad Chairul Hadi, Hukum Asuransi Syariah Konsep Dasar,
Aspek Hukum, dan Sistem Operasionalnya (press,2015) h.5
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yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang
tak tentu.

Dengan demikian gagasan mengenai asuransi takafful
berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko diantara
para peserta asuransi, dimana peserta yang satu menjadi
penanggung peserta yang lainnya. Tanggung menanggung
tersebut dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam
kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana
yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.”

Definisi asuransi menurut Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian
Bab 1, Pasal 1: “Asuransi atau pertanggungan adalah
perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian
kepada tertanggung karena Kkerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung

jawab hukum kepada pihak yang mungkin akan diderita

® Burhanuddin S “dspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah” Edisi
pertama (Yogyakarta; graha ilmu,2010) hal. 97,98 & 99
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tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak
pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan.®

Sedangkan ruang lingkup usaha asuransi, yaitu usaha
jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat
melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan
kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap
kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa
yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya
seseorang.’

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No0.21/DSN-
MUI/X/2001 tantang pedoman umum asuransi syariah bagian
pertama menyebutkan pengertian asuransi syariah adalah
usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara

sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk

® Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang
Usaha Perasuransian

" Novi Puspitasari “Manajemen Asuransi Syariah” (Yogyakarta: Ul
Press,2005), Cet ke-1, hal.1
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aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengambalian
untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan
yang sesuai dengan syariah.

Dengan penjelasan bahwa Fatwa DSN-MUI
No0.21/DSN-MUI/X/2001 berisikan tentang pedoman umum
asuransi syariah.

Pertama : ketentuan umum

Asuransi syariah (ta’min, takaful atau tadhamun) adalah
usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara
sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan
atau tabarru’ yang memberikan pola pengambilan untuk
menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang
sesuai dengan syariah.

Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin
(1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir
(perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap),
barang haram dan maksiat.

Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk

tujuan komersial.
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4. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan
dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-
mata untuk tujuan komersial.

5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan
sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan
kesepakatan dalam akad.

6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh
perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.®

Asuransi berasal dari kata assurantie dalam bahasa
Belanda, atau assurance dalam bahasa Prancis, atau
assurance/inasurance dalam bahasa Inggris. Assurance
berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedangkan
insurance berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau
tidak mungkin terjadi. Menurut sebagian ahli asuransi berasal
dari bahasa Yunani, assecurare yang berarti meyakinkan

orang.’

® Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum
Asuransi.

° Novi Puspitasari “Manajemen Asuransi Syariah “(Yogyakarta: Ul
Press,2005), Cet ke-1 hal.1
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Didalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan
istilah: at-takaful, atau at-tadhamun yang berarti: saling
menanggung. Asuransi ini disebut juga dengan istilah at-
ta’min, yang berasal dari kata amana, yang berarti aman,
tentram, dan tenang. Lawannya adalah al-khouf, yang berarti
takut dan khawatir. Dinamakan at-ta 'min, karena orang yang
melakukan transaksi ini (khususnya para peserta) telah
merasa aman dan tidak terlalu takut terhadap bahaya yang
akan menimpanya dengan adanya transaksi ini.'°

Adapun asuransi menurut terminologi sebagaimana
yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992:
“Asuransi atau pertanggungan antara perjanjian antara dua
pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung
mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi
asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung
karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan, atau tertanggung, yang timbul dari suatu

10 Al Fayumi, Al Misbah Al Munir, him.21
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pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan.*

Jadi, pengertian asuransi syariah adalah usaha saling
melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau
tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk
menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang
sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah
adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir
(perjudian), riba, dzulm (penganiayaan), risywah (suap),
barang haram dan maksiat.

2. Pengertian Usaha Asuransi Jiwa Syariah
Adapun vyang dimaksud dengan asuransi atau
pertanggungan jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau
lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri

kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992

Tentang Usaha Perasuransian
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memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas
meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.*?

Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian
usaha asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko
berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan
melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan
pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain
kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu
tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah
ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

3. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari
pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak
awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis
pertangungaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada
dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, maka

landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda

2 Nurul Ikhsan Hasan, Pengantar Asuransi Syariah, (Referensi
,2014) hal.19
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dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum
Islam.

Kebanyakan ulama (jumhur) memakai metodologi
konvensional dalam mencari landasan syariah (al-asas al-
syar’iyyah) dari suatu pokok masalah. Dalam hal ini, pokok
masalahnya adalah lembaga asuransi. Pada kesempatan kali
ini, landasan yang digunakan dalam memberi nilai legalisasi
dalam praktik bisnis asuransi adalah Al-Qur’an, Sunnah Nabi.

a. Al-qur’an

Al-Qur’an tidak menyebutkan secara tegas
ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi
seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi
dengan tidak munculnya istilah asuransi atau at-
ta’min secara nyata dalam Al-Qur’an. Walaupun
begitu Al-Qur’an masih mengakomodir ayat-ayat
yang mempunyai muatan dasar yang ada dalam
praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-

menolong, Kkerjasama, atau semangat untuk



36

melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian
dimasa mendatang.*®

Diantara  ayat-ayat Al-Qur’an  yang
mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam

praktik asuransi adalah Surah Al-Bagarah (2) : 185

el =y L Ny 0T ey AT L

Artinya:
..Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan
tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan
hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan
hendaklah kamu mengagungkan Allah atas
petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya
kamu bersyukur.” (Q.S Al-Bagarah (2) : 185).

b. Dalam ayat diatas, Allah menjelaskan bahwa
kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-
Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang

tidak dikehendaki olehNya. Maka dari itu, manusia

13 AM Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu
Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktek (Jakarta, Kencana 2004),
hal.104
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dituntun oleh Allah SWT, agar dalam setiap
langkah kehidupannya selalu dalam bingkai
kemudahan dan tidak mempersulit diri sendiri.
Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat
dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi,
seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan
dan  merencanakan kehidupannya  dimasa
mendatang dan dapat melindungi kepentingan
ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak
disengaja.
b. Sunnah Nabi SAW
Hadist tentang anjuran menghilangkan kesulitan
seseorang.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Nabi
Muhammad bersabda : “barang siapa yang
menghilangkan kesulitan duniawinya seorang
muslim, maka Allah SWT, akan menghilangkan
kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang
mempermudah urusannya didunia dan di akhirat.”

(HR.Muslim)
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Tolong-Menolong dalam kandungan makna
hadits ini, dalam dunia asuransi terlihat dalam
bentuk pembayaran dana sosial (tabarru’) dari
anggota.  Perusahaan asuransi sejak awal
mengikhlaskan sebagian dananya untuk
kepentingan sosial, yakni untuk membantu dan
mempermudah urusan saudaranya yang secara tak
terduga mengalami musibah atau bencana.

Dalam hukum positif di Indonesia, asuransi syariah
mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001
tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Namun
fatwa bukanlah undang-undang, keberadaannya tidak
mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional.
Agar ketentuan fatwa memiliki kekuatan hukum,
maka perlu dibentuk peraturan undang-undang yang

berkaitan dengan pedoman asuransi syariah.
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Adapun peraturan perundang-undangan yang telah
dikeluarkan mengenai penyelenggaraan asuransi
syariah antara lain:
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian

2. POJK No. 72/POJK.05/2016  Tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan
Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah

3. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
No. 73 Tahun 1992

4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang
Perseroan Terbatas

5. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-
02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan
Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi
Perusahaan ~ Asuransi ~ dan  Perusahaan
Reasuransi.  Mengubah  ketentuan  jenis

kekayaan investasi dan bukan investasi serta
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penilaian kekayaan investasi dan bukan
investasi untuk perusahaan asuransi Fatwa

DSN No. dan perusahaan resuransi syariah.™

Peraturan mengenai perasuransian syariah di
Indonesia juga diatur di dalam berbagai Fatwa
DSN-MUI, antara lain:

1. Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang

Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/IN/2006
Tentang Akad Mudharabah Musyarakah Pada
Asuransi Syariah.

Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/IN/2006
Tentang Akad Wakal Bil Ujrah pada Asuransi
dan Reasuransi Syariah.

Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/IN/2006
Tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi dan

Reasuransi Syariah.

%" Hidayatulloh, “Asuransi Syariah Dan Gagasan Amandemen

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Perasuransian”, Jurnal Salam
: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum, Vol I, No.2 (2014), h.222.
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Secara umum, dasar utama pembentukan asuransi
syariah mengacu kepada prinsip umum yang terdapat dalam
nash Al-Qur’an yang mengharuskan setiap individu saling
tolong-menolong satu sama lain. Selain nash tersebut,
pembentukan asuransi syariah di Indonesia juga didasarkan
pada beberapa landasan, yaitu : syari’ah, filosofis, sosiologis
dan yuridis.*

Pertama, landasan asuransi syariah atau asuransi
Islam, sebab prinsip-prinsip dan cara kerja asuransi syariah
bertumpu pada prinsip tolong-menolong (al-ta’awun) yang
bersandar dari Al-Qur’an dan Sunnah. Bahkan jika dilacak
dalam ketentuan nash terdapat beberapa ayat Al-Qur’an yang
dijadikan pijakan dasar bagi asuransi syariah antara lain:

a. QS. Al-maidah : 2 yang berbunyi :

ok 22

Mwwrﬁ»\ >,mu,3)t [ ARE ,»,uu.@)u

/,«"’/ d 4 6 44 . -:,« / <

> Deni K. Yusup, Intisari Pengantar Kuliah Asuransi Syariah
(Bandung, Fakultas Syariah IAIN SGD, 2004) hal.3
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“tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan jangan
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.
b. QS. An-nisa : 9 yang berbunyi :

4
o

iz 1355 agals Do 157 50 Zadll 235

21l V314,505 &1 1@&49 e

“dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak

yang lemah vyang mereka khawatirkan terhadap
kesejahteraan mereka”.

c. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
bahwa : “kedudukan (persaudaraan) yang beriman satu
sama lainnya ibarat satu tubuh, bila mana salah satu tubuh
itu sakit, maka akan dirasakan sakitnya oleh seluruh
anggota tubuh lainnya”.

d. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
yang berbunyi : “setiap orang dari kamu adalah pemikul
tanggung jawab (pemimpin), dan setiap kamu akan
bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berada

dibawah tanggung jawab kamu”.
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Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an
dan Hadist diatas menjadi landasan hukum asuransi
syariah, dimana prinsip saling tolong-menolong, merasa
khawatir meninggalkan generasi yang lemah antar sesama
muslim  merupakan prinsip yang terdapat dalam
manajemen dan Kinerja asransi syariah.

Kedua, landasan filosofis : tradisi ijtihad bersamaan
dengan perubahan sosial dan hukum Islam. Ijtihad menjadi
media bagi perumusan norma-norma hukum Islam
(istinbath  al-ahkam)  secara  sistematis  berikut
pembentukan prantara-prantaranya melalui penalaran akal
terhadap nash.'® Penalaran filosofis yang dilakukan para
ahli hokum Islam dan ekonomi muslim telah berhasil
merumuskan suatu kerangka dasar pembentukan asuransi
syariah.

Ketiga, landasan sosiologis : secara mikro,
berdirinya asuransi syariah lebih mengandalkan potensi

modal dalam negeri (capital domestic), tatkala pihak

1039

'® Wahab Zuhaili, Ushul Figh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr) hal.
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swasta banyak berperan menanamkan investasi di dalam
struktur dan manajemen lembaga keuangan syariah.
Sedangkan secara makro, tingkat partisipasi ekonomi pasar
global dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia
belum memberikan perhatian besar bagi pembangunan
ekonomi Islam. Atas dasar ini dibutuhkan partisipasi
masyarakat untuk berinvestasi dilembaga keuangan syariah
sejenis asuransi syariah.*’

Keempat, landasan vyuridis. Lembaga asuransi
syariah di Indonesia berdiri dalam bentuk holding company
yang secara yiridis telah memperoleh status badan hukum
dan persetujuan dari departemen Kehakiman Republik
Indonesia No. C2-18.286.MT.01/02.Th.94 tertanggal 14
Desember 1994. 1zin operasional 4 tertanggal 1 Juni 1995
tertanggal 14 Desember 1995. 1zin operasional 4 tertanggal
1 Juni 1995 dengan Akta Notaris Yudo Paripurno, SH

tanggal 5 Mei 1994.

7 Suroso Iman Zadjul, Kelembagaan ekonomi Islam dalam perspektif
Islam: Kajian kritis terhadap kelembagaan konvensional, makalah dalam
“seminar dan lokarya kurikulum dan silabus ekonomi Islam” untuk program
pasca sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Juni 2003,
hal.9-10.
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4. Prinsip Dasar Asuransi Syariah
Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi atau
usaha reasuransi dengan prinsip syariah wajib menerapkan
prinsip dasar sebagai berikut:*®
a. Adanya kesepakatan tolong-menolong (ta’awun) dan
saling menanggung (takaful) diantara para peserta;
b. Adanya kontribusi peserta ke dalam dana Tabarru’
c. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana Tabarru’
d. Dipenuhinya prinsip keadilan (‘adl), dapat dipercaya
(amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan
(maslahah), dan keuniversalan (syumul); dan
e. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti
ketidakpastian/ketidakjelasan  (gharar),  perjudian
(maysir), bunga (riba), penganiayaan (zhulm), suap
(risywah), maksiat dan objek haram.
Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta’awun ‘ala
al birrwa al tagwa (tolong-menolong kamu sekalian dalam

kebaikan dan takwa) dan al-fa’min (rasa aman). Prinsip ini

8 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & amp;
Perasuransian Syariah di Indonesia (Jakarta, Kencana, 2004), Cet,3 hal.147
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menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah
keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling
menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan
transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad
takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling
menukar) yang selama ini digunakan asuransi konvensional,
yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang
pertanggungan.®

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi

syariah atau asuransi takaful digerakan atas tiga prinsip
utama, yaitu :

1. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta
asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab
bersama untuk membantu dan menolong peserta lain
yang mengalami musibah atau kerugian dengan
ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan ikhlas
adalah ibadah. Rasa tanggung jawab terhadap sesama

merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung

!9 Novi Puspitasari, Manajemen Asuransi Syariah (Yogyakarta: UlI

Press,2005), Cet ke-1, him.80
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jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi,
mencintai, saling membantu dan  merasa
meningkatkan kebersamaan untuk mendapatkan
kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat
yang beriman, bertakwa dan harmonis. Dengan prinsip
ini, maka asuransi syariah merealisir perintah Allah
SWT dalam Al-Qur’an dan Rasulullah SAW dalam
As-sunnah  tentang  kewajiban  untuk  tidak
memperhatikan kepentingan diri sendiri semata tetapu
juga meski mementingkan orang lain atau masyarakat.
Saling bekerjasama atau saling membantu, yang
berarti dimana peserta asuransi syariah yang satu
dengan yang lainnya saling bekerja sama dan tolong-
menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami
karena sebab musibah yang diderita. Sebagai mana
firman Allah dalam QS. Al-maidah ayat 2 “dan
tolong-menolongkah  kamu dalam  mengerjakan
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah
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kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya”. Dengan prinsip ini maka asuransi syariah
merealisir perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an dan
Rasulullah SAW dalam As-sunnah tentang kewajiban
hidup bersama dan saling menolong diantara sesame
umat manusia.

3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang
berarti bahwa para peserta asuransi syariah akan
berperan sebagia perlindung bagi musibah yang
dideritanya. Sebagai mana firman Allah dalam QS.
Quraisy 106 ayat 4 “yang telah memberi makanan
kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan
mengamankan mereka dari ketakutan”.

5. Jenis-jenis Asuransi Syariah
1) Para ahli berbeda pendapat di dalam menyebutkan jenis-
jenis asuransi, karena masing-masing melihat dari aspek
tertentu. Oleh karenanya, dalam tulisan ini akan
disebutkan jenis-jenis asuransi ditinjau dari berbagai

aspek peserta, pertanggungan, maupun dari aspek sistem
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yang digunakan.? Asuransi ditinjau dari aspek peserta,

maka dibagi menjadi:

a) Asuransi pribadi (ta’min fardi) yaitu asuransi yang
dilakukan oleh seseorang untuk menjamin dari bahaya
tertentu. Asuransi ini mencakup hampir seluruh
bentuk asuransi, selain asuransi sosial.

b) Asuransi sosial (ta’min ijtima’i) yaitu asuransi
(Jaminan) yang diberikan kepada komunitas tertentu,
seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota ABRI,
orang-orang yang sudah pensiun, orang-orang yang
tidak mampu dan lain-lainnya. Asuransi ini biasanya
diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat
meningkat, seperti Asuransi Kesehatan (Askes),
Asuransi pensiun dan Hari Tua (PT Taspen), Atek
(Asuransi Sosial Tenaga Kerja) yang kemudian
berubah menjadi Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga

Kerja), Asabri (Asuransi Sosial Khusus Abri),

% Novi Puspitasari, Manajemen Asuransi Syariah (Yogyakarta:Ull
Press,2005), cet ke-1,him.1
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Asuransi kendaraan, Asuransi pendidikan dan lain-
lain.
6. Asuransi ditinjau dari bentuknya
Jika dilihat dari bentuknya, maka asuransi syariah
dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
a) Asuransi Takafful atau Ta’awun (at-Ta’'min at
Ta’awun)
b) Asuransi Niaga (at-7a 'min at-Tijari) ini mencakup
asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
7. Asuransi ditinjau dari aspek pertanggungan atau obyek
yang dipertanggungkan
Jika ditinjau dari aspek pertanggungan, maka asuransi
syariah dikelompokkan menjadi:
Pertama : Asuransi umum atau asuransi kerugian (7a 'min al
Adhrar)
Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti
rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang
atau benda miliknya, kerugian dimana terjadi karena bencana

atau bahaya terhadap yang mana pertanggungan ini diadakan,
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baik kerugian itu berupa: kehilangan nilai pakai atau

kekurangan nilainya atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan oleh tertanggung, penanggung tidak harus

membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama

jangka waktu perjanjian obyek pertanggungan tidak

mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan.
Kedua : Asuransi jiwa (Ta 'min al-askhas)

a) Asuransi jiwa adalah sebuah perjanjian dari perusahaan
asuransi kepada nasabahnya bahwa apabila si nasabah
mengalami risiko kematian dalam hidupnya, maka
perusahaan asuransi akan memberikan santunan dengan
jumlah tertentu kepada ahli waris dan nasabah tersebut.
Asuransi jiwa biasanya Term assurance (Asuransi
Berjangka). Term assurance adalah bentuk dasar dari
asuransi jiwa, yaitu polis yang menyediakan jaminan
terhadap risiko meninggal dunia dalam periode waktu

tertentu.
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b) Whole Life Assurance (Asuransi Jiwa Seumur Hidup)
Merupakan tipe lain dari asuransi jiwa yang akan
membayar sejumlah uang pertanggungan ketika
tertanggung meninggal dunia kapan pun. Merupakan polis
permanen yang tidak dibatasi tanggal berakhirnya polis
seperti pada term assurance. Karena klaim pasti akan
terjadi maka hanya mungkin terjadi. Polis whole life
assurance merupakan polis substantif dan sering
digunakan sebagai proteksi dalam pinjaman.

¢) Endowment Assurance (Asuransi Dwiguna)

Pada tipe ini, jJumlah uang pertanggungan akan dibayarkan
pada tanggal akhir kontrak yang telah ditetapkan.
8. Asuransi ditinjau dari sistem yang digunakan
Jika ditinjau dari sistem yang digunakan, maka
aktivitas asuransi dapat dioperasikan secara:
o Asuransi konvensional adalah
o Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan

risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-
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menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan

operator.

B. Akad/Kontrak/Transaksi
1. Pengertian Akad
akad dalam bahasa arab ‘al-‘aqud, jamaknya al- ‘uqud,
berarti ikatan atau mengikat (al-rabth). Menurut terminology
hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (ijab) dan
penerimaan (gobul) yang dibenarkan oleh syariah, yang
menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. (Ghufron
Mas’adi, 2002). Menurut Abdul Razak Al-sanhuri dalam
Nadhariyatul ‘aqdi, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau
lebih yang menimbulkan kewajiban hokum yaitu konsekuensi
hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait
langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut.
(Ghufron Mas’ad, 2002).
Akad yang sudah terjadi (disepakati) harus dipenuhi dan

tidak boleh diingkari.
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“wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji (akad)-mu.”
(QS Al-maidah : 1)

Dalam hukum Islam, untuk terbentuknya suatu akad yang
sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad.
Syarat akad dibedakan menjadi tiga macam, yaitu Syarat
terbentuknya akad (shurut al-zulum), syarat keabsahan akad
(shurut al-nafadh) dan syarat mengikatnya akad (shurut al-
zulum). Sedangkan rukun akad ada empat, yaitu para pihak yang
membuat akad (mahal al-‘agd) dan tujuan akad (maudu’ al-
‘aqd).

Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, akad terbagi
menjadi dua bagian, yaitu akad tabarru’ dan akad tijarah.21
Transaksi pada bisnis asuransi umum syariah menggunakan
beberapa akad yaitu akad tabarru’ akad wakalah bil ujrah, dan

akad mudharabah. Berikut adalah ulasan masing-masing akad

tersebut.

2! Novi Puspitasari, Manajemen Asuransi Syariah, (Yogyakarta:UlI
Press,2015) hal.54
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1. Akad tabarru’

Tabarru’ berasal dari kata tabarra’a-yatabarra’u-
tabarru’an, artinya sumbangan, hibah, dana kebajukan, atau
derma (sula, 2004). Jumhur ulama mendefinisikan tabarru’
dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti
rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada
orang lain secara sukarela. Dalam arti yang lebih luas tabarru’
adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Tabarru’
secara hukum fighiyah masuk ke dalam kategori akad hibah.
Dalam salah satu definisi hibah oleh figh Al-muamalat, Al-shakr
dikatakan bahwa hibah dengan pengertian umum adalah
berderma/bertabarru’ dengan harta untuk kemaslahatan orang lain
dalam kondisi hidup.

Definisi akad tabarru’ pada asuransi sSyariah dan
reasuransi syariah menurut DSN-MUI yang tertuang dalam fatwa
No. 53/DSN-MUI/I11/2006 adalah semua bentuk akad yang
dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan
tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil.

Akad tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua
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produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan antar peserta
pemegang polis. Dalam akad tabarru’ sekurang-kurangnya
menyebutkan sebagai berikut:

Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara
individu :
1. Hak dan kewajiban antar peserta secara individu dalam akun

tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok;

2. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
3. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis

asuransi yang diakadkan.*

. Jenis Akad
akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih
muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian, yaitu akad
tabarru’ dan akad tijarah/mu’awadabh.
1. Akad tabarru’ adalah perjanjian yang merupakan transaksi
yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba (transaksi

nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong—menolong

*> Novi Puspitasari, Manajemen Asuransi Syariah, (Yogyakarta:UII
Press,2015),hal 91-92
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dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru’ berasal dari kata bir
dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad
tabarru’, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak
mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena
ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT dan bukan
dari manusia. Namun, tidak mengapa bila pihak yang berbuat
kebaikan tersebut meminta sekedar menutupi biaya yang
ditanggung atau dikeluarkan untuk dapat melakukan akad
tabarru’ tersebut, sepanjang tidak mengambil laba dari akad
tabarru’ itu. Ada 3 (tiga) bentuk akad tabarru’, sebagai
berikut:
a. Meminjamkan uang
Meminjamkan uang termasuk akad tabarru’ karena tidak
boleh melebihkan pembayaran atas pinjaman yang kita
berikan, karena setiap kelebihan tanpa ‘iwad adalah riba.
Ada minimal 3 (tiga) bentuk akad tabarru’, sebagai

berikut:



1. Qardh, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa
mensyaratkan  apapun, selain  mengembalikan
pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.

2. Rahn, merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu
jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.

3. Hiwalah, adalah bentuk pinjaman dengan cara
mengambil alih piutang dari pihak lain.

b. meminjamkan jasa
meminjamkan jasa berupa keahlian atau

keterampilan termasuk akad tabarru’. Ada minimal 3

(tiga) jenis pinjaman, yaitu sebagai berikut:

1. Wakalah : memberikan pinjaman berupa kemampuan
Kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang
lain. Pada konsep ini maka yang kita lakukan hanya
atas nama orang tersebut.

2. Wadi’ah : merupakan bentuk turunan akad wakalah,
dimana pada akad ini telah dirinci/didetailkan tentang

jenis pemeliharaan dan penitipan. Sehingga selama
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pemberian jasa tersebut juga bertindak sebagai wakil
dari pemilik barang.

3. Kafalah : juga merupakan bentuk turunan akad
wakalah, dimana pada akad ini terjadi atas wakalah
bersyarat.

c. Memberikan sesuatu
Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu
kepada orang lain. Ada minimal 2 (dua) bentuk akad ini.

1. Waqgaf, merupakan pemberian dan penggunaan
pemberian yang dilakukan tersebut untuk kepentingan
umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat
dipindahtangankan.

2. Hisbah/shadagah, merupakan pemberian sesuatu
secara sukarela kepada orang lain.

Akad tabarru’ tidak bisa dipindahkan menjadi akad
tijarah, dan tidak juga bisa digunakan untuk memperoleh
laba. Karena sifatnya yang khas seperti itu. Usaha tersebut

merugi maka kerugian tersebut akan ditanggng sepenuhnya
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oleh pihak shahibul maal sepanjang hal itu disebabkan oleh

risiko bisnis dan bukan karena kelalaian mudharib.?

D. Konsep Dana Tabarrw’
1. Pengertian Dana Tabarru’

Tabarru’ berasal dari kata tabarra’a yatabarra’u-
tabarruu’an, artinya sumbangan, hibah, dan kebajikan, atau
derma. Orang yang memberi sumbangan disebut mutabarri
“dermawan”.?* Tabarru’ merupakan pemberian sukarela
seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang
mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari
pembeli kepada orang yang diberi.

Niat tabarru’ (dana kebajikan) dalam akad asuransi
syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara’
dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan
olen Allah SWT. Sedangkan dalam konteks akad dalam

asuransi syariah, tabarru’ memberikan dana kebajikan dengan

niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama

2 M.Arif Hakim, Analisis Aplikasi Akad Tabarru’ dalam asuransi
syariah: (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) kudus,volume 3 No.2,
desember 2012)

24 Kamus Besar Bahasa Arab
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peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya
mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari
rekening dana tabarru’ yang sudah diniatkan oleh semua
peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk
kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong.”®

Akad tabarru’ merupakan bentuk transaksi atau perjanjian
kontrak yang bersifat nirlaba (non-ror profit transaction)
sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau
bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong
dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan tabarru’ tidak
boleh mensyaratkan imbalan apapun. Bahkan, menurut Dr.
Yusuf Qardhawi, dana tabarru’ ini haram untuk ditarik
kermbali karna dapat disamakan dengan hibah.

Adapun pengertian akad tabarru’ menurut fatwa DSN No.
53/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad tabarru’ pada asuransi

syariah adalah yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan

% Pengertian Dana Tabarru’, Sanabila.com All About Life, diakses
dari http://www.sanabila.com/2015/09/pengertian-dana-tabarru.html pada 25
maret 2018
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tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan
untuk tujuan komersial.®

Tabarru” di bawah kendali perusahaan asuransi syariah
hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan pesertanya.
Dengan kata lain, kumpulan dana tabarru’ hanya dapat
digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi yang
mendapat musibah. Apabila dana tabarru’ tersebut digunakan
untuk kepentingan lain, berarti melanggar syarat akad.
Sedangkan saldo dana tabarru’ adalah akumulasi surplus dan
defisit underwriting yang ada dalam dana tabarru’.?’ Tabarru’
dikarenakan kepada peserta sepanjang kontrak. Besar
presentase tabarru’ antara satu peserta dan peserta lain tidak
sama, tergantung pada masa perjanjian dan usia calon peserta,

tabarru’ yang dikenakan pun makin tinggi.?®

E. Landasan Hukum Penggunaan Dana Tabarru’

%% Dewan Syariah Nasional (DSN), Fatwa Dewan Syariah Nasional
NO: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syari’ah
(Jakarta: DSN,2006),H.6

2" Dewan Standar Akuntansi Syariah, Akuntansi Transaksi Asuransi
Syariah ED revisi PSAK 108, ( Jakarta,2015),h.108

28 Khoirul Anwar, Asuransi Syariah Halal dan Maslahat (Solo, Tiga
Serangkai.2007),h.36.
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Diantara ayat-ayat Al-Qur’an yang mempunyai muatan
nilai-nilai yang ada dalam praktek asuransi syariah mengenai

pengunaan dana tabarru’ yaitu tercantum dalam surat (QS Al-

Maidah : 2)
Artinya :
e P
WINT Je 1455 N5 o538l AT s 1545055
. oe L = L, T .
(o aall L QT o) Dl 158575 o5l

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya”. (Q.S Al-maidah : 2)
. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru’ Pada Asuransi
Syariah

Kedudukan perusahaan asuransi syariah dalam transaksi
asuransi syariah adalah sebagai mudharib (pemegang amanah).
Asuransi syariah menginvestasikan dana tabarru’ yang terkumpul
dari kontribusi peserta kepada instrumen investasi yang

dibenarkan oleh syara’. Dalam mengelola dana peserta yang

terkumpul pada kumpulan dana tabarru’, mudharib diawasi
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secara teknis dan operasional oleh komisaris dan secara syar’i
diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dana kontribusi peserta ketika masuk ke perusahaan
asuransi syariah terbagi menjadi dua bagian dana tabarru’ dan
ujrah. Kegiatan operasional perusahaan asuransi syariah dibiayai
dari hasil perolehan ujrah atas seberapa besar ujrah yang
diperoleh perusahaan untuk menutup seluruh biaya operasional
yang telah dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu.

Selanjutnya, dana yang terkumpul dari peserta (shahibul
maal) maka aka di investasikan oleh pengelola (mudharib) ke
dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan
dengan syari’at. Apabila dari hasil investasi diperoleh keuntungan
(profit), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi,
keuntungan tadi akan dibagi antara shahibul maal (peserta) dan
mudharib (pengelola) berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil)
dengan rasio (nisbah) yang telah disepakati di muka.?

Dalam asuransi, maka harus dimengerti oleh kedua belah

pihak, pengelola dan peserta bahwa pembayaran yang dilakukan

2% Kuat Ismanto, Asuransi Syariah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam
(Jakarta: Pustaka Pelajar,2009), h.68
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oleh peserta akan diberikan sebagai sumbangan berdasarkan
prinsip al-musahamah, dimana si peserta memiliki hak untuk
menyatakan klaim atas kontribusi yang dibayarkan (setelah
pengurangan karena biaya oleh si pengelola menurut teknil al-
mudharabah), jika tidak terdapat kerugian pada subject matter
yang disepakati. Namun, jika kerusakan atau kerugian terjadi
pada subject matter dalam rentang waktu polis, maka si pengelola
secara sepihak terikat untuk membayar kompensasi Yyang
disepakati kepada si peserta atas kerugian dan kerusakan pada
subject matter yang disepakati.

Tabarru’ pada umumnya adalah perjanjian oleh peserta
untuk melepaskan hartanya sebagai derma, suatu jumlah
sumbangan yang bertujuan untuk membayar kepada kumpulan
dana takafful. dengan akad rabarru’ berarti peserta asuransi
melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan
asuransi (sebagai lembaga pengelolaan) untuk menyerahkan
pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola
dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan

mengalami kerugian. Akad tabarru’ ini mempunyai tujuan utama
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yaitu terwujudnya kindisi saling tolong-menolong antara peserta
asuransi untuk saling menanggung (takafful) bersama.*

Pada saat peserta mengikuti program asuransi syariah dan
membayar premi/kontribusi, kontribusi tersebut dibagi menjadi
dua macam, yaitu dana tabarru’ dan ujrah prusahaan. Dana
tabarru’ dilandasi dengan akad tabarru’. Dana tabarru’ adalah
dana hibah yang dikumpulksn oleh peserta sebagai dana tolong-
menolong (dana kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang
mendapatkan musibah. Dana tabarru’ ini akan dikumpulkan
dalam akun khusus yang disebut dengan kumpulan dana peserta
tabarru’ (DPT). Praktik pemisahan dana juga mengutamakan
arus dana yaitu dana yang bersumber dari kumpulan dana peserta
akan digunakan untuk kebutuhan peserta saja dan dana yang
bersumber dari dana pemegang saham akan digunakan untuk
kepentingan perusahaan. Dana tabarru’ diantaranya digunakan
untuk pembayaran klaim dan kontribusi retakaful dimana kedua
komponen tersebut adalah wujud dari kebutuhan peserta.

Sementara itu, sumber dana untuk kebutuhan perusahaan

% Ahmad Chairul Hadi, Hukum Asuransi Syariah Konsep Dasar,
Aspek Hukum, dan Sistem Operasionalnya, h.96
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diambilkan dari dana ujrah dan menjadi komponen dana

pemegang saham.*

. Cara pembayaran klaim asuransi jiwa syariah

Dalam asuransi jiwa syariah, peserta selain mendapatkan
tabungan peserta dan porsi bagi hasil, ia juga akan mendapatkan
bagian dari tabungan rabarru’, yakni tabungan yang berasal dari
peserta yang secara ikhlas di infagan untuk membantu peserta
lain yang tertimpa musibah. Sedangkan peserta yang habis masa
kontraknya akan memperoleh pembayaran klaim yang bersumber
dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Selain itu, khusus
dalam asuransi sayriah jiwa, peserta juga akan memperoleh
bagian dari tabungan tabarru’ apabila terdapat kelebihan setelah
dikurangi pembayaran, kliam, dan biaya operasional.

Adapun peserta yang mengndurkan diri sementara saat
masa kontrak masih berlangsung, tetap akan mendaptakan
pembayaran klaim berupa tabungan peserta dan porsi bagi hasil.

Tabungan peserta yang diberikan kepada peserta adalah tabungan

31 Novi Puspitasari, “Model Proporsi Tabarru’ Dan Ujrah Pada Bisnis
Asuransi Umum Syariah Di Indonesia,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Indonesia, vol IX, No.1 (2012), him.44
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sejak menjadi peserta asuransi sampai pada saat pengunduran
diri. Jumlah tabungan ini pun ikut menentukan pula pada bagian

keuntungan yang diperolehnya dari prinsip mudharabah. *

H. Implementasi Akad Tijarah dalam Asuransi Syariah
1. Akad mudharabah

Mudharabah berasal dari kata adhdharby fil ardhi
yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga giradh
yang berasal dari kata algardhu yang berarti potongan, karena
pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan
dan memperoleh sebagian keuntungan.

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad
kerja sama usaha antara dua puhak dimana pihak pertama
(pemilik dana/shahibul maal) menyadiakan seluruh dana,
sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak
selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka
sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya

ditangggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung

%2 Yadi Janwari, Asuransi Syariah (Bandung: Pustaka Bani Quraisy,
2005), hal.81
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pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh
kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi
diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini
akan ditanggung oleh pengelola dana.*®
Apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan (pofit)
maka keuntungan dibagi antara shahibul maal dan al-
mudharib dengan presentase nisbah atau rasio yang telah
disepakati sejak awal perjanjian atau kontrak. Sedangkan
apabila usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan
ditanggung sepenuhnya oleh pihak shahibul maal sepanjang
hal itu disebabkan oleh risiko bisnis dan bukan karena
kelalaian mudharib.
2. Akad al-musyarakah
Musyarakah merupakan akad kerja sama di antara pemilik
modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan
mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-
sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha

tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut.

% Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia,
(Jagakarsa, Jakarta 12610: penerbit salemba empat, 2015) edisi 4 hal. 128
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Modal yang harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditetapkan bersama sehngga tidak boleh digunakan
untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain
tanpa seizin mitra lainnya.

Musyarakah adalah transaksi halal, karena disandarkan
atas sumber hukum yang kuat baik dalam Al-Qur’an maupun
As-sunnah, sepanjang seluruh rukun dan ketentuan
syariahnya  terpenuhi.  Untuk  pencatatan  akuntansi
musyarakah telah diatur pada PSAK NO. 106. Tanggung
jawab pencatatan berada dipihak mitra aktif sebagai
pengelola, namun mitra aktif dapat melakukannya sendiri atau
menunjuk pihak lain untuk melakukannya.

Akad al-wakalah

Al-wakalah atau al-wikalah atau at-tahwidh artinya,
penyerahan, pendelegasian atau pemberian mendate (sabiq,
2008). Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh
satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh

diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat
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diwakilkan contohnya shalat, puasa, bersuci, gishash, talak
dan lain sebagainya.

Wakalah merupakan pelimpahan, pendelegasian
wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua
untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan
untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh
pihak pertama. Dalam hal ini, pihak kedua hanya
melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang
diberikan oleh pihak pertama. Namun apabila kuasa itu telah
dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua
risiko dan tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.

Pada prakteknya akad al-wakalah banyak dipakai
dalam asuransi syariah. Pemasaran (marketing) adalah
manifestasi bentuk akad wakalah dalam asuransi syariah. 3*

4. Akad al wadi’ah
Pengertian al-wadi’ah secara bahasa berari meninggalkan
atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain

untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan secara istilah, al-

% Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia,
(Jagakarsa, Jakarta 12610: penerbit salemba empat, 2015) edisi 4 hal. 25
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wadi’ah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain
untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-
terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.

Dalam praktik asuransi syariah, prinsip wadi’ah yang
diterapkan adalah wadi’ah yad damanah yang diterapkan pada
produk rekening giro. Wadi’ah damanah berbeda dengan
wadi’ah amanah. Dalam wadi’ah amanah, pada dasarnya
harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititip.
Sedangkan dalam wadi’ah damanah, pihak yang dititip (bank
atau asuransi) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan
sehinngga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

I. Rukun dan syarat akad
Rukun dan syarat sahnya suatu akad ada 3 (tiga), yaitu sebagai
berikut:
1. Pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad (penjual dan
pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan
majikan, shahibul maal dan mudharib, mitra dengan mitra

dalam musyarakah, dan lain sebagainya).
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Untuk pihak yang melakukan akad harus memenuhi
syarat yaitu orang yang merdeka, mukhalaf dan orang yang
sehat akalnya.

2. Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada
dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Objek jual beli
adalah  barang  dagangan, objek  mudharib  dan
musyarakahadalah modal dan kerja, objek sewa-menyewa
adalah manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya.

3. ljab kabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan
menunjukkan mereka saling ridha. Tidak sah suatu transaksi
apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya
(Q.S 4:29), dan oleh karenanya akad dapat menjadi batal.
Dengan demikian bila terdapat penipuan (tadlis), paksaan
(ikhrah) atau terjadi ketidaksesuaian objek akad karena
semuanya ini dapat menimbulkan ketidak relaan salah satu
pihak maka akad dapat menjadi batal walaupun ijab kabul

telah dilaksanakan.*®

% Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia,
(Jagakarsa, Jakarta 12610: penerbit salemba empat, 2015) edisi 4 hal. 55-56
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Prinsip dasar dan syarat utama dalam asuransi

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah
jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada ekonomi
Islam secara komprehensif. Hal ini disebabkan karena kajian
asuransi syariah merupakan turunan dari konsep ekonomi Islam.

Prinsip-prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah tauhid
(unity), keadilan (justice), tolong-menolong (ta’awun), kerja
sama (cooperation), amanah (trustworthy), atau (al-amanah),
kerelaan (al-ridha), larangan riba, larangan maisir (judi), larangan

ketidakpastian (gharar) dan larangan haram dan maksiat.

. Pengertian Maisir, Gharar dan Riba Dalam Akad Asuransi
Syariah

Sebagaimana diketahui bahwa akad merupakan salah satu
persoalan  pokok dalam asuransi  konvensional yang
menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Selama ini akad
yang ada diasuransi konvensional, dapat berdampak pada
munculnya gharar dan maisir. Oleh karena itu, para ulama
mencari solusi bagaimana agar maslah gharar, maisir dan riba

dapat dihindarkan.
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1. Masalah gharar
Masalah gharar (penipuan) muncul karena akad yang dipakai
dalam asuransi konvensional adalah akad tabaduli (akad
pertukaran :jual beli). Dalam asuransi syariah, masalah gharar
ini dapat diatasi dengan mengganti akad tabaduli dengan akad
takafuli (saling menanggung; tolong-menolong) atau akad
tabarru’ dan akad mudharabah (bagi hasil).

2. Masalah maisir
Sebagaimana diketahui bahwa maisir adalah adanya salah
satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami
kerugian. Dalam asuransi syariah, reversing period bermula
dari awal akad di mana setiap peserta mempunyai hak untuk
mendapatkan cash value kapan saja, dan mendapatkan semua
uang yang telah dibayarkannya kecuali sebagian kecil saja.
Yaitu, yang telah diniatkan untuk dana tabarru’ yang sudah
dimasukkan kedalam rekening khusus peserta dalam bentuk

akad tabarru’ atau dana kebajikan.
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3. Masalah riba

Pada asuransi syariah, masalah riba (bunga) dieliminir
dengan konsep mudharabah (bagi hasil). Seluruh bagian dari
proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut
sistem riba, digantikannya dengan akad mudharabah atau
akad lainnya yang dibenarkan secara syar’i. Bagi ulama yang
mengharamkan, paling tidak pada hadist Nabi :” Rasulullah
SAW. Mengutuk pemakan (pengambil) riba, pembri makan
yang riba, penulisnya dan saksinya, seraya bersabda mereka
semuanya sama.” (H.R Muslim)36

At-ta’awun merupakan salah satu prinsip yang menjadi
landasan etika dalam mu’amalah yang Islami. Tak dapat
diragukan dengan dalil-dalil yang kuat baik dalam Al-Qur’an
dan Hadist, maka ta’awun merupakan salah satu prinsip
utama dalam interaksi mu’amalah. Bahkan ta’awun dapat
menjadi pondasi dala membangun sistem ekonomi yang

kokoh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah,

% M, Arif Hakim, Analisis Aplikasi Akad Tabarru’ Dalam Asuransi
Syariah: studi kasus pada AJB Bumiputera 1912 syariah cabang kudus,
(sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN) kudus, volume 3 no.2 desember
2012.
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masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin dan
seterusnya. Ta’awun merupakan inti dari konsep takaful, di
mana antara satu peserta dengan peserta lainnyasaling
menanggung risiko melalui mekanisme dana tabarru’ dengan
akad yang benar yaitu akad takaful atau akad tabaru’.
L. Landasan Akad dalam Asuransi Syariah
1. Al-ta’awun

Al-ta’awun merupakan salah satu prinsip yang menjadi
landasan etika dalam mu’amalah yang Islami. Tak dapat
diragukan dengan dalil-dalil yang kuat baik dalam Al-qur’an
dan Hadist, maka ta’awun merupakan salah satu prinsip
utama dalam interaksi mu’amalah. bahkan ta’awun dapat
menjadi podasi dalam membangun sistem ekonomi yang
kokoh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah,
masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin dan
seterusnya. Ta’awun merupakan inti dari konsep takafful,
dimana antara satu peserta dengan peserta lainnya saling
menanggung risiko melalui mekanisme dana tabarru’ dengan

akad yang benar yaitu akad takaffuli atau akad tabarru .
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2. Akad al-tabarru’

Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan
dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata
untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru’ hibah, peserta
memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong
peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan
hanya bertindak sebagai pengelola.

3. Akad takafful

Dalam pengertian mu’amalah, takaful mengandung arti
saling memikul risiko diantara sesama peserta, sehingga
antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas
risiko yang lainnya, dan ini dilakukan atas dasar saling
tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (wa
ta’awanu ‘alaal;birr wa al-takwa) dengan cara masing-
masing mengeluarkan dana tabarru’ yang ditunjukan untuk
menanggung risiko.

Implementasi akad takaful dan tabarru” dalam sitem
asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian

setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung
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unsure tabungan (saving), maka premi yang dibayarkan akan
dibagike dalam rekening dana peserta dan rekening tabarru’.
Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur
tabungan (non-saving), setiap premi yang dibayar akan

dimasukkan seluruhnya kedalam rekening tabarru’.

M. Asuransi Brilliance Hasanah Sejahtera

Asuransi brilliance hasanah sejahtera yaitu persiapan
untuk mendampingi anak sampai tua. Namun, memberikan
kehidupan yang terbaik untuk anak tentu menjadi impian setiap
orang tua. Nanum, tidak dapat dipungkiri bahwa untuk besia
memenuhi kebutuhan anak, mulai dari pendidikan hingga
keperluan mereka dimasa depan memerlukan dana yang tidak
sedikit. Agar tidak menjadi sekedar angan-angan, anda perlu
mempersiapkannya sejak dini, drngan memilih produk investasi
dan asuransi yang tepat misalnya.

Oleh karena itu, brilliance hasanah sejahtera hadir untuk
membantu anda dalam merencanakan keperluan masa depan.
Brilliance hasanah sejahtera merupakan produk asuransi jiwa dan

investasi dengan pembayaran berkala untuk membantu anda
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ibadah, pernikahan anak, dana hari tua, dan lainnya yang dikelola

berdasarkan prinsip-prinsip syariah.*

1. Keunggulan :

Perlindungan asuransi hingga usia 88 tahun

Minimum kontribusi yang terjangkau dengan mata uang
dan pilihan pembayaran secara bulanan, triwulan,
semesteran, dan tahunan.

Dapat melakukan penambahan dana investasi (kontribusi
top up tunggal) untuk meningkatkan hasil investasi setiap
saat dengan minimum besarnya Rp. 1.500.000

Bebas menentukan kontribusi dan uang pertanggungan
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta.

Bebas menentukan pilihan investasi yang sesuai dengan
profil risiko dan tujuan investasi.

Fleksibel dapat melakukan penarikan dan pengalihan dana

investasi kapan saja.

3" www.sunlifesyariah.net
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e Dikelola secara syariah, di mana setiap peserta saling
tolong menolong dan melindungi dengan peserta lainnya
dalam menghadapi risiko dabn penempatan investasi.

e Kesempatan untuk mendapatkan surplus underwriting
yaitu dihitung setiap akhir tahun, apabila adan dan sesuai
dengan ketetntuan berlaku.

2. Manfaat :

Asuransi tambahan ini memberikan manfaat pembebasan

pembayaran premi jika premi polis meninggal dunia dalam

masa pembayaran premi.

e Sun life financial Indonesia akan membebaskan
kewajiban membayar premi asuransi berkala (PAB) +
premi investasi berkala (PIB) (maksimal PIB yang
dibayarkan adalah 3 kali PAB). Apabila pemilik polis
meninggal dunia sebelum mencapai usia 65 tahun, maka

premi akan dibebaskan sampai seakan-akan pemilik polis
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berusia 65 tahun atau 88 tahun sesuai dengan masa
pembebasan premi yang dipilih.®
3. Syarat dan ketentuan

usia masuk :

e Tertanggung 30 hari-70 tahun

e Peserta minimum 18 tahun
Masa pembayaran premi, sejak dimulainya masa asuransi
hingga akhir dari masa pembayaran premi asuransi dasar
atau hingga tertanggung mencapai usia 65 tahun, yang
mana yang lebih dahulu terjadi. Masa asuransi, hingga
tertanggung mencapai usia 65 atau 88 tahun, sesuai

dengan masa pembebasan premi yang dipilih.*

% sun Life Financial Syariah, Sekilas Sunlife Syariah, diakses di
http://www.sunlifesyariah.net

% PT. Sun Life Financial Indonesia, produk-produk asuransi syariah,
https://www.sunlife.co.id



BAB 111
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT. SUN
LIFE FINANCIAL SYARIAH

Pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci mengenai
profil perusahaan PT.Sun Life Financial Syariah. Profil
perusahaan akan meliputi sejarah pendirian perusahaan, visi-misi,
nilai-nilai dasar perusahaan, produk-produk yang dimiliki, dewan
pengawas syariah, serta struktur organisasi.

Berdasarkan uraian-uraian tentang profil perusahaan ini
akan diperoleh gambaran umum mengenai kondisi lingkungan
internal PT. Sun Life Financial Syariah.

. Sejarah Perusahaan PT.Sun Life Financial Syariah

PT. Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia
layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang telah
membangun kekuatan selama lebih dari 150 tahun. Perusahaan
ini berdiri sejak pada tahun 1865 di kanada, komitmen kami

kepada nasabah tidak pernah berubah. Kami senantiasa ingin

83
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memberikan rasa aman dan tenang kepada nasabah untuk
mencapai kesejahteraan dengan kemapanan financial.

Sun Life Financial indonesia merupakan anak perusahaan
yang sepenuhnya dimiliki oleh sun life financial. Kami
menawarkan berbagai perlindungan dan pengelolaan produk yang
variatif, dari asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi
kesehatan, dan rencana pensiun. Sun life bermitra institusi
keuangan terkemuka, baik nasional maupun internasional, untuk
melayani strategi multidistribution channels dan menyediakan
akses yang lebih luas untuk solusi asutansi kami.*

Sun life financial merupakan perusahaan penyedia
layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang
menyediakan beragam produk asuransi, serta solusi pengelolaan
kekayaan dan aset, baik untuk individu maupun korporasi. Sun
life financial telah beroperasi disejumlah pasar utama diseluruh
dunia, vyaitu Kanada, Amerika serikat, Inggris, Irlandia,
Hongkong, Filiphina, Jepang, Indonesia, India, China, Australia,

Singapura, Vietnam, Malaysia dan Bermuda. Per 30 juni 2017,

' PT SunLife Financial Indonesia, Tentang Sun Life Financial

Indonesia, diakses di https://www.sunlife.co.id
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sun life financial memiliki total aset kelolaan sebesar CDN 944
miliar.

Elin waty, presiden direktur sun life financial indonesia
menuturkan, menurut otoritas jasa keuangan (OJK), rendahnya
penetrasi asuransi di indonesia disebabkan oleh minimnya tingkat
literasi asuransi dikalangan masyarakat, serta keterbatasan
kompetensi sumber daya manusia di bidang asuransi.

Elin  menambahkan, sun life financial merupakan
perusahaan asuransi jiwa pertama yang memisahkan jalur
keagenan konvensional dan syariah. Sun life mengusung konsep
modern syariah insurance Expert (MSIE) yang menekankan pada
keistimewaan dan profesionalisme agen asuransi syariah sun life.
Sampai dengan kurstal tiga 2017, jumlah agen syariah sun life
telah mencapai lebih dari 2.200 orang.?

Sun life financial syariah adalah pelopor distribusi
asuransi syariah di indonesia. Kami menyediakan produk asuransi
dan perencanaan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat indonesia. Didukung

2 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Tentang Sun Life Financial
Indonesia, diakses di http://aaji.or.id/perusahaan/sun-life-financial-indonesia
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pengalaman 151 tahun dan layanan yang profesional, sun life
financial syariah insyaAllah akan memberikan layanan asuransi
syariah terbaik yang adil, menguntungkan, menentramkan dan
membawa keberkahan bagi anda dan keluarga tercinta.

Sun life financial syariah indonesia luncurkan manfaat
wakaf untuk produk asuransi syariah dengan ketentuan manfaat
yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sun life financial syariah tidak
hanya menjawab kebutuhan nasabah akan proteksi dan
perencanaan keuangan yang lebih baik, namun juga dapat
memenuhi kebutuhan nasabah dalam beribadah, khususnya
berwakaf. Nasabah dapat berwakaf dengan menggunakan
manfaat asuransi dan manfaat investasi yang dimilikinya.

1. Untuk pembuatan ilustrasi/simulasi sesuai kebutuhan anda
Ketenangan dalam berasuransi sesuai kaidah syariah

adalah prioritas kami. Dalam menjalankan usahanya, sun life
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financial syariah di dampingi dan diawasi oleh dewan
pengawas syariah (DPS) MUI.*

Produk syariah ini dirancang secara khusus untuk
masyarakat indonesia, khususnya mereka yang menginginkan
investasi yang fleksibel dalam jangka waktu pembayaran
konstribusi yang terbatas. Kami sangat gembira untuk
memperluas bisnis syariah. Eddy mengatakan sun life
financial adalah perusahaan asuransi jiwa pertama yang
memperoleh opini dari Dewan Syariah Nasional-Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI). *

Ketika DSN-MUI mengeluarkan rekomondasi untuk
sebuah produk atau layanan syariah, mereka tentu menilai
apakah aspek produk atau layanan tersebut sesuai dengan
prinsip-prinsip islam. DSN-MUI sepakat manfaat program
tambahan pada produk asuransi syariah sun life financial
termasuk asuransi brilliance hasanah fortune plus yang telah

disetujui dewan pengawas syariah (DPS), perusahaan yang

® https://www.sunlife.co.id tentang profil PT Sunlife, postingan
21/06/2007 by administrator
* www.sunlifesyariah.net
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memberikan opsi untuk mewakafkan dana investasi peserta
tidak bertentangan dengan prinsip syariah namun sun life
financial masih harus memperhatikan hukum dan peraturan
yang terkait dengan wakaf, “ucap ketua DSN-MUI, Dr. KH.
Ma’ruf Amin. Produk ini memberikan manfaat investasi
berbasis syariah dengan total manfaat hingga 300 persen dari
kompensasi dalam bentuk manfaat kecelakaan sesuai dengan

usia masuk dari pihak yang disuransikan.”

B. Visi dan Misi, Nilai Perusahaan
Perusahaan sun life financial syariah memiliki visi dan misi
sebagai berikut:
1. Visi
Visi yang dimiliki PT Sun Life Financial Indonesia adalah
Menjadi salah satu dari lima perusahaan asuransi jiwa

terbesar di Indonesia.

> Wawancara pribadi dengan Ibu Darmawati Selaku Direktur Utama
Cabang PT Sun Life Financial Syariah
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2. Misi
Misi yang dimilik PT Sun Life Financial Indonesia yaitu
Membantu keluarga indonesia mencapai kesejahteraan
dengan kemapanan financial. Dengan nilai-nilai, integritas,
keterikatan, berfokus pada nasabah, sempurna, nilai dan
inovasi.
3. Nilai-Nilai Dasar
yang kami miliki dalam perusahaan sun life financial
syariah indonesia adalah hal terpenting. Mulai dari budaya
perusahaan, hingga seluruh produk dan layanan yang kami
tawarkan ke seluruh dunia. Kami adalah perusahaan yang
mendedikasikan diri untuk keberhasilan financial setiap
nasabah. Termasuk saat kami membentuk distribusi khusus

syariah untuk melayani anda lebih baik.

C. Konsep Sun Life Financial Syariah
Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia
adalah ketentuan Allah. Namun, manusia wajib berikhtiar untuk
memperkecil risiko dan juga dampak keuangan yang mungkin

timbul. Upaya tersebut seringkali tidak memadai, sehingga
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tercipta kebutuhan akan mekanisme membagi risiko seperti yang
ditawarkan oleh konsep Sun Life Syariah.®

Sun Life Syariah beroperasi dengan konsep tolong-
menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana telah
digariskan di dalam Al-Qur’an, “Dan tolong-menolonglah kamu
dalam kebaikan dan takwa” (QS. Al-Maidah : 2). Dengan
landasan ini, Sun Life Syariah menjadikan semua peserta sebagai
satu keluarga besar yang akan saling melindungi dan secara
bersama menanggung risiko keuangan dari musibah yang
mungkin terjadi di antara mereka.

Prinsip-prinsip syariah yang dijalankan dalam akad Sun
Life Syariah dilandaskan pada akad mudharabah, wakalah,
tabarru’ dan ta’awun. Akad-akad Sun Life Syariah bebas dari
unsur riba (bunga uang), maysir (judi), dan gharar (ketidak

jelasan) yang dilarang dalam akad-akad keuangan islam.

® Sun Life Financial Syariah, Konsep Sun Life Syariah diakses di
http://www.sunlifesyariah.net/
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D. Produk-produk Sun Life Syariah
1. Brilliance Hasanah Sejahtera
Brilliance Hasanah Sejahtera adalah produk asuransi jiwa
dan investasi dengan pembayaran berkala untuk membantu
Anda mencapai kebutuhan keuangan di masa depan seperti
biaya pendidikan, modal usaha, ibadah, pernikahan anak,
dana hari tua dan lainnya yang dikelola berdasarkan prinsip-
prinsip syariah.’
2. Brilliance Hasanah Protection Plus
Brilliance Hasanah Protection Plus adalah produk asuransi
unit linked kontribusi tunggal yang dirancang khusus untuk
memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa dan investasi yang
dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Brilliance Hasanah Maxima (Syariah)
Asuransi  Brilliance  Hasanah  Sejahtera  Maxima
merupakan produk kombinasi antara asuransi dan investasi
yang memberikan manfaat asuransi jiwa syariah dan investasi

yang dikelola dengan prinsip syariah. Produk ini juga

7 PT Sun Life Financial Indonesia, produk-produk asuransi syariah,
https://www.sunlife.co.id
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5.

dilengkapi dengan berbagai jenis manfaat asuransi tambahan
(rider) dan memaksimalkan dana investasi melalui tambahan
manfaat berupa bonus kontribusidan bonus loyalitas, disertai
dengan kesempatan pembagian surplus

Brilliance Hasanah Fortune Plus (Syariah)

Sun Life Financial Indonesia mempersembahkan Asuransi
Brilliance Hasanah Fortune Plus, kombinasi antara asuransi
dan investasi berbasis syariah yang memberikan manfaat
asuransi jiwa yang dilengkapi dengan manfaat cacat tetap dan
kematian akibat kecelakaan. Tak hanya itu, produk ini juga
memberikan peluang hasil investasi yang optimal untuk
membantu mancapai masa depan penuh berkah bagi Anda
dan keluarga.

Brilliance Amanah (Syariah)

Produk kumpulan

Asuransi dana pensiun kumpulan (kolektif), pendanaan

haji/umroh kolektif Sun Life Syariah merupakan produk yang

ditunjukan untuk organisasi, lembaga dan komunitas yang ingin

menyiapkan dana pensiun, haji/umroh bagi karyawan atau
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anggotanya dengan premi bulanan yang sangat terjangkau.

Organisasi atau lembaga apa saja yang dapat menjadi peserta

dana pensiun:

a. Perusahaan : PT, CV, Firma, Perorangan di dalam perusahaan
(key person)

b. Organisasi Non Laba : Yayasan, Arisan, Pengajian, Sekolah,
Masjid, Gereja, Organisasi keagamaan lainnya

c. Koperasi : KSU, KSP, Koperasi Karyawan, Credit union

Persyaratan sebagai peserta : Minimal memiliki 10

karyawan/anggota.

. Kekuatan Keuangan Sun Life Financial®
1. Standard & poor’s : AA- (Very Strong)
2. Moody’s Aa3 (Excellent)
3. A.M. Best : A+ (superior)

4. DBRS:IC-1

® Sun Life Financial Syariah, Sekilas SunLife Syariah, diakses di
http;//www.sunlifesyariah.net
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Keterangan :

Peringkat A — AA : Perusahaan berkualitas (1 peringkat di bawah

nilai sempurna AAA).

Peringkat | C-1 DBRS : Perusahaan dengan kualitas keuangan

superior. Memiliki kekuatan di atas rata-rata dalam kualitas aset

dan keuntungan perusahaan.

1. Dana Kelolaan Sun Life Financial, Inc. Mencapai CAD$734
Billion (Rp. 7350 Trilyun)

2. Terdaftar di bursa efek New York (NYSE), Toronto (TSX),
dan Filipina (PSE) dengan kode : SLF

3. Risk Based Capital (RBC) Sun Life Financial Indonesia
664% (th 2015) (ketentuan pemerintah minimal 120%)

4. Silvabilitas Syariah Sun Life Financial Indonesia SLFI
mencapai 166% (th 2015) (ketentuan pemerintah minimal

30%)
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F. Struktur Organisasi PT. Sun Life Financial Syariah

Indonesia®

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan
antara setiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan
dalam menilai kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang
sesuai dengan harapan perusahaan. PT. Sun life financial syariah
juga memiliki struktur organisasi yang melibatkan seluruh
sumber daya yang ada dan yang bertanggung jawab atas maju
mundurnya suatu perusahaan, dimana dalam suatu organisasi
tersebut bekerja sama sangat diperlukan demi tercapainya tujuan
sebagai mana yang diharapkan. Struktur organisasi yang baik
dimana setiap komponen yang trealisasi dalam organisasi tersebut
mengerti akan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Adanya
pembagian tugas yang jelas setiap pegawai diharapkan dapat
menyelesaikan tugasnya dengan baik tanpa harus merasa
bingung, karena tidak mengetahui dengan jelas apa saja
fungsinya didalam instansi atau tempat pegawai tersebut bekerja.

Adapun struktur organisasi PT.Sun Life Financial.

° PT SunLife Financial Indonesia, Struktur Organisasi/Organization
structure 2018 pdf.
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Struktur Organisasi/Organization Structure

Board of Syariah Supervisory
Commisioner Board
I
I
'
'
'
I
'

Risk Policy Audit |
Committee Commitee |

President
I v Director
Chief Strategic &
Financial
Management Internal
Officer* Auditor !
| i
i
i
Head of Strategy, Chief Chief Business Unit . . Chief Chief a0 Chief of
Planning & Actuary Financial m‘y"‘i' °’m Compliance ?'”: “: 4 ”"“"" °: . | information ﬁ:“:"‘é Marketing ((‘:? “{ﬁ'";" Agency Partnership '5‘“" ‘::
Performance Officer* Officer* A Officer el poations Officer - Officer Dnantions Syariah Distribution ace
Headof Head of Risk
Product Management
Actuary 8

Note
*) Direktur SUFI/Director of SLFI

Dengan pengawas syariah :
1. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA
2. Dra. Rini Fatma Kartika, MH

Pusat Layanan Nasabah

Tel :1500786 (1 500SUN)
Fax :(021) 2966 9806
Email : sli_care@sunlife.com,
contact@sunlifesyariah.net
Jam operasional
Call center : 07.30-18.30 WIB, senin-jumat
Pusat layanan nasabah: 08.30-16.30 WIB/WITA
Pusat layanan nasabah jakarta
Menara sun life lantai dasar
JI Dr Ide anak agungGde Agung blok 6.3
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Kawasan mega kuningan-jakarta selatan 12950

Gambar di atas dapat dijelaskan sebagi berikut:

1. Agensi directur bertugas sebagai pemimpin dan bertanggung
jawab memantau serta mengelola semua kegiatan yang
berlangsung pada perusahaan. Disamping itu, juga tugas dari
agenci directur antara lain: melakukan rechhek produksi
kelapangan sesuai dengan kewenangannya, mengelola dan
mengembangkan SDL di kantor cabang, dan melakukan
pembinaan terhadap distribusi.

2. Branch admin adalah orang yang bertanggung jawab
membantu kepala cabang untuk melaksanakan program kerja
kantor cabang khususnya bidang administrasi dan keuangan.
Bertanggung jawab dalam proses pembukuan dan mengawasi
kelancaran setoran yang di bayarkan oleh nasabah asuransi
melalui agen yang berkaitan serta memantau email dari kantor
pusat.

3. Senior Agenci Meneger (SAM) adalah orang yang

bertanggung jawab untuk merekrut agenci meneger maksimal
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2 orang dan agenci meneger masing-masing harus mempuyai
4 orang agen yang aktif.

4. Agensi Meneger (AM) bertugas lebih kepda pengembangan
Kinerja grup meneger dibawah super visinya, dan bertugas
untuk merekrut agen maksimal 10 orang sambil terus
membangun kekuatan baru dari para agen yang akan kelak
naik promosi menjadi AM tahun berikutnya. Seorang agenci
meneger berfokus dalm merrekrut agen-agen baru, bila
sampai target, AM akan naik kelas SAM.

5. Financial consultant (FC) adalah karyawan yang bertugas
untuk memasarkan produk serta tugasnya dilapangan
memberikan informasi kepada nasabah tentang produk-

produk asuransi serta merecrut nasabah.

G. Kegiatan PT. Sun Life Financial Syariah
PT. Sun Life Financial syariah adalah sebuah perusahaan
atau badan usaha yang bergerak dibidang keuangan, yang
bertujuan untuk memberikan perlindungan (proteksi) atas
kerugian (financial loss) yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa

yang tidak terduga.
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H. Penghimpunan Dana
Beberapa cara yang dilakukan oleh PT. Sun Life Financial
syariah dalam menghimpun dana. Ada pun cara penghimpunan
dana tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tabungan pokok merupakan modal awal yang dimiliki oleh
perusahaan.

2. Tabungan anggota (nasabah pemegang polis asuransi)
merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota
yang memiliki kelebihan dana dengan tujuan untuk
menghindari risiko atau kerugian yang tidak diinginkan.

3. Produk brilliance hasanah sejahtera adalah produk asuransi
jiwa dan investasi dengan pembayaran berkala untuk
membantu mencapai kebutuhan keuangan dimasa depan
seperti biaya pendidikan, modal usaha, ibadah, pernikahan
anak, dana hari tua dan lainnya yang dikelola berdasarkan
prinsip-prinsip syariah.

4. Produk brilliance hasanah maxima adalah produk sebagai
solusi perencanaan keuangan dan kesehatan serta kombinasi

antara asuransi dan investasi yang memberikan manfaat
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asuransi jiwa syariah dan investasi yang dikelola dengan
prinsip syariah.

Produk Sun Medical Platinum Syariah merupakan asuransi
tambahan yang dirancang lebih dari sekedar asuransi yang
memberikan manfaat lengkap untuk biaya pengobatan yang
dibayarkan sesuai tagihan termasuk biaya bedah, perawatan
kanker, gagal ginjal, serta biaya perawatan lainnya yang
meningkatkan seiring dengan inflasi. Selain itu juga
memberikan fasilitas jaminan perawatan dirumah sakit.
Produk brilliance fortune plus merupakan kombinasi asuransi
dan investasi untuk jangka panjang dengan pembayaran
kontribusi tunggal.

Produk sun fortune link merupakan produk yang dirancang
khusus untuk memenuhi kebutuhan perlindungan asuransi
serta perencanaan keuangan. Sun fortune link juga
memberikan akses untuk dapat berinvestasi melalui berbagai
pilihan dana investasi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah

(buku pedoman sun life financial syariah, 2017).



101

Penyaluran Dana

Klaim adalah proses dimana peserta dapat memperoleh
hak-hak berdasarkan perjanjian. Semua usaha yang diberikan
untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya
sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi yang
pemegang asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien.

Ada beberapa klaim yang ditawarkan oleh PT. Sun Life
Financial Syariah, yaitu :

a. Klaim habis kontrak

b. Klaim pengambilan sebagian nilai

c. Klaim meninggal dunia

d. Klaim rawat inap atau rawat jalan

e. Klaim kecelakaan dan

f. Klaim penyakit kritis
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Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan
Asuransi (good corporate goverment) PT Sun Life Financial
Indonesia'®

Tata kelola adalah faktor penting dalam industri
perasuransian dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan
pemegang saham, pemilik polis, peserta, karyawan, kreditur,
penyedia jasa, dan/atau, pemerintah (pemangku kepentingan). PT
Sun Life Financial Indonesia (perusahaan) menyadari pentingnya
tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam mendukung
pertumbuhan usaha serta membeli nilai tambah bagi seluruh
pemangku kepentingan. Untuk mengimplemetasikan GCG secara
menyelurun  dan  kesinambungan.  Perusahaan  berusaha
menjalankan seluruh nilai praktik GCG berdasarkan ketentuan
dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris, Direksi dan
selurun  karyawan perusahaan merupakan modal utama

perusahaan untuk mewujudkan sebuah organisasi yang

0 pT Sun Life Financial Indonesia, Laporan Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi (Good Corporate
Governance Report For Insurance Company), 2016
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transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen , dan
wajar. Dalam menghadapi situasi perekonomian yang
berkembang cepat, dengan berbagai tantangan yang dihadapi,
diperlukan tata kelola perasuransian yang sehat dan tangguh agar
mampu bertahan terhadap persaingan yang semakin ketat. Lebih
lanjut, berbagai pengaturan terkait dengan penerapan manajemen
risiko dan tata kelola perusahaan yang sehat juga wajib

dilaksanakan oleh perusahaan.



BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD TABARRU’
DALAM ASURANSI SYARIAH PADA PRODUK
BRILLIANCE HASANAH SEJAHTERA

A. Analisis Kedudukan Akad Tabarru’ Pada PT Sun Life
Financial
Mengenai kedudukan para pihak dalam akad tabarru’
yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No0.53/DSN-
MUV/II/2006 tentang tabarru’ asuransi syariah bahwa: Dalam
Akad Tabarru’ (hibah), peserta memberikan dana hibah yang
akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang
tertimpa musibah; peserta secara individu merupakan pihak yang
berhak menerima dana tabarru” dan secara kolektif selaku
penanggung perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola
dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain
pengelolaan investasi.*
Dalam ketentuan yang terdapat pada PT. Sun Life

Financial Syariah terdapat istilah ynag disebut dengan santunan

! Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/II1/2006 tentang Tabarru’
asuransi syariah

104
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asuransi yang merupakan sejumlah uang diambil dari dana
tabarru’ yang akan dibayarkan untuk risiko yang terjadi atas
pihak yang diasuransikan sesuai dengan manfaat produk. Dan
terdapat istilah iuran tabarru’ yang merupakan bagian dari iuran
asuransi setelah dipotong ujrah pengelolaan risiko yang
dimasukkan ke dalam dana tabarru’ untuk tujuan tolong
menolong diantara para peserta. Hal ini sesuai dengan ketentuan
mengenai kedudukan para pihak dalam akad tabarru’, butir 1
Fatwa DSN-MUI No0.53/DSN-MUI/III/2006 tentang tabarru’
asuransi syariah yang menyatakan bahwa dalam akad tabarru’,
peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk
menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
Terdapat dalam pasal 1 ayat (11) sesuai dengan ketentuan
yang digunakan oleh perusahaan tentang penggunaan akad, yaitu
unit syariah PT. Sun Life Financial Syariah meggunakan akad
yang sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa
DSN-MUI No.21/DSNOMUI/X/2001 Tentang Asuransi Syariah,
Fatwa DSN-MUI No0.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Tabarru’

Asuransi  Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-
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MUI/X/2016 Tentang Fatwa Wakaf Manfaat Asuransi dan
Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Dalam istilah
yang digunakan oleh perusahaan, yang dimaksud iuran tabarru’
adalah bagian dari iuran Asuransi setelah dipotong ujrah
pengelolaan risiko yang dimasukkan ke dalam dana tabarru’
untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta.

Berikut ini adalah pengertian akad tabarrru’ dalam
asuransi syariah dimana Akad Tabarru’ berasal dari kata
tabarra’a-yatabarra u-tabarru’an, yang artinya suatu
sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Mendefinisikan
tabarru’ dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa
ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup
kepada orang lain secara sukarela. Dalam arti yang lebih luas
tabarru’ adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan.
Tabarru’ secara hukum fighiyah masuk ke dalam kategori akad
hibah. Dalam salah satu definisi hibah oleh fikih Al-muamalat,
Al-shakr dikatakan bahwa hibah dengan pengertian umum adalah
berderma/bertabarru’ dengan harta untuk kemaslahatan orang lain

dalam kondisi hidup. Akad tabarru’ juga seperti halnya sedekah
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yang dilakukan oleh setiap peserta kepada peserta yang terkena
musibah. Disetiap produk memiliki bagian-bagian alokasi
pembayaran untuk klaim yaitu dinamakannya tabarru’ bisa kita
sebut juga akad tabarru’ itu semacam sedekah. Di dalam akad
tabarru’ ini memiliki bagiannnya salah satunya ujrah, tabarru’
dan investasi.?

Kedudukan para pihak dalam akad tabarru’. Dalam akad
tabarru’ (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan
digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang
tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang
berhak menerima dana tabarru’ (mu’amman/mutabarra’ lahu,
4 gt /a3 ) dan secara kolektif selaku penanggung
(mu’ammin/mutabarri’- g3 /a3 ). Perusahaan asuransi
bertidak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah

dari para peserta selain pengelolaan investasi.®

2 Dewan Syariah Nasional (DSN) majelis Ulama Indonesia (MUI)
® Darmawati, wawancara (Tangerang, 26 november 2018)
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1. Analisis akad tabarru’

Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya
boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai
pemegang amanah. Pembukuan dana tabarru’ harus terpisah
dari dana lainnya, hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi
hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru’ dan
hasil dari investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi
syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad
mudhrabah atau akad mudharabah musytarakah, atau

memperoleh ujrah berdasarkan akad wakalah bil ujrah.

Implementasi akad tabarru’ yang dihubungkan dengan
prinsip syariah

Dalam hukum islam, Implementasi untuk terbentuknya
suatu akad yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad
dan syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi tiga macam,
yaitu syarat terbentuknya akad (shurut al-zulum), syarat
keabsahan akad (shurut al-nafadh) dan syarat mengikatnya akad

(shurut al-zulum). Sedangkan rukun akad ada empat, yaitu para
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pihak yang membuat akad (mahal al-‘agd) dan tujuan akad
(maudu’ al-"aqd).

Akad tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada
semua produk asuransi. Akad tabarru’ pada asuransi adalah
semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
Asuransi syariah pada asuransi pada point 1 adalah asuransi jiwa,
asuransi kerugian dan reasuransi. Ketentuan akad tabarru’ pada
asuransi syariah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah
dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta,
bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru’ harus
disebutkan sekurang-kurangnya:

a. Hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;

b. Hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun
tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok;

c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim:

d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis
asuransi yang diakadkan.

e. Ketentuan mengenai alternative dan persentase pembagian

surplus underwriting.
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PT. Sun Life Financial Syariah  cenderung
memprioritaskan pada dana cadangan tabarru’. Disamping itu,
perusahaan membagikan surplus underwriting tersebut kepada

peserta sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.*

Apabila perusahaan mengalami surplus underwriting itu
dikarenakan peserta yang ada tidak mengalami musibah/klaim
selama masa pertanggungan, maka perusahaan akan
mengalokasikan dana tersebut untuk cadangan tabarru’, dan atau
dibagikan kepada perusahaan dan peserta (tertanggung). Sesuai
dengan wa’ad/nisbah/presentase yang disepakati, surplus tersebut
dibagikan masing-masing kepada peserta, perusahaan, dan
cadangan tabarru’. Dalam hal ini nisbah yang diterapkan adalah
40% : 30% : 30%. Berhubung dengan adanya peraturan PSAK
(pedoman standart akuntansi keuangan) NO.108 Tahun 2009,
maka PT. Sun Life Financial Syariah menerapkan nisbah atau
bagi hasil sebagai berikut: (perusahaan mendapatkan persentase
30%, peserta mendapatkan 40% dan untuk dana cadangan

tabarru’ sebesar 30%.

* Darmawati, wawancara (Tangerang, 26 november 2018)
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. Prosedur dan mekanisme akad tabarru’ dalam asuransi
syariah yang ada di PT Sun Life Financial Syariah cabang
kota tangerang

Terdapat dalam pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa
perusahaan dapat menggunakan dana tabarru’ untuk: pembayaran
santunan/ klaim/ manfaat kepada pemegang polis atau peserta
yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak
berdasarkan prinsip asuransi syariah; pembayaran kontribusi
tabarru’ kepada reasuradur; pembayaran kembali Qardh kepada
perusahaan; pengembalian dana tabarru’, dan/atau biaya terkait
pengelolaan aset dana tabarru’.”

Dalam produk-produk yang ditawarkan unit syariah PT.
Sun Life Financial Syariah yaitu terdapat istilah pihak yang
diasuransikan dan penerima manfaat yang ditunjuk, serta
santunan asuransi. Dimana pihak yang diasuransikan adalah
individu yang diikutsertakan dalam asuransi jiwa syariah untuk
asuransi atas risiko dirinya sesuai dengan manfaat produk. Dan

penerima manfaat yang ditunjuk adalah individu yang menerima

® Darmawati, wawancara (Tangerang, 26 november 2018)
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manfaat atas produk sesuai polis. Serta santunan asuransi adalah
sejumlah uang diambil dari dana tabarru’ yang akan dibayarkan
untuk risiko yang terjadi atas pihak yang diasuransikan sesuai
dengan manfaat produk.® Jadi, pengembalian dana tabarru’ pada
produk sun life digunakan untuk hal demikian yang tercantum
pada pasal 4 ayat (2) POJK Nomor 72/POJK.05/2016 dimana
dana tersebut diambil dari iuran tabarru’ yang merupakan bagian
dari iuran asuransi setelah dipotong ujrah pengelolaan risiko yang
dimasukkan ke dalam dana tabarru’ untuk tujuan tolong
menolong diantara para peserta. Dengan demikian penjelasan
tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat (2) POJK Nomor
72/POJK.05/2016.

Prinsip serta karakter utama dari asuransi syariah adalah
adanya unsur tolong menolong antar peserta asuransi. Tolong
menolong dalam asuransi syariah diwujudkan dalam bentuk
memberikan dana tabarru’. Dana tabarru’ ini yang digunakan

untuk tolong menolong peserta lain sedang mengalami musibah.

® Ringkasan Informasi Produk Asuransi Syariah Sun Life Financial
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Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah
Nasional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
ekonomi syariah. Pengawasan tersebut dapat memberikan
dampak yang besar terhadap Lembaga Keuangan Syariah untuk
tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah
Nasional dalam mengawasi pelaksanaan akad tabarru’ agar sesuai
dengan prinsip syariah mengeluarkan fatwa Dewan Syariah
Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’
pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Ibu Darmawati beliau menegaskan bahwa:’

“sejak didirikannya unit usaha syariah, PT SunlLife
Financial sudah menggunakan fatwa Dewan Syariah
Nasional sebagai pedoman dalam melaksanakan
asuransi  syariah, begitu pula Fatwa DSN-MUI
No.21/DSNOMUI/X/2001 tentang asuransi syariah,
Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/INI/2006 tentang
tabarru’ asuransi syariah, dan Fatwa DSN-MUI No.
106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Fatwa Wakaf Manfaat
Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa
syariah telah diterapkan oleh PT. Sun Life Financial

Syariah.”

’ Darmawati, wawancara (Tangerang, 26 november 2018)
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Fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006 Tentang Akad
Tabarru’ pada Asuransi Syariah dalam bagian ketentuan hukum

menjelaskan bahwa:®

1. Akad tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada
semua produk asuransi.
2. Akad tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad

yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

Dalam ketentuan-ketentuan yang tercantum, Unit
Syariah PT. Sun Life Financial dalam mekanisme
operasionalnya, mengimplementasikan akad tabarru’ yaitu
yang dituangkan dalam bentuk iuran tabarru’ dalam PT. Sun
Life Financial Syariah adalah bagian dari iuran Asuransi
setelah dipotong ujrah pengelolaan risiko yang dimasukkan
ke dalam dana tabarru’ untuk tujuan tolong menolong
diantara para peserta. Ini membuktikan bahwa akad tabarru’
telah digunakan pada semua produk Unit Syariah PT. Sun

Life Financial sehingga dapat dikatakan bahwa PT. Sun Life

& Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/111/2006 tentang Tabarru’
asuransi syariah
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Financial Syariah sudah menerapkan ketentuan angka 1
bagian pertama dari ketentuan hukum Fatwa Dewan Syariah
Nasional No. 53/DSN-MUV/111/2006 Tentang Akad Tabarru’
pada Asuransi Syariah yang menyatakan bahwa akad
tabarru” merupakan akad yang harus melekat pada semua

produk asuransi syariah.

Adapun praktek bahwa akad tabarru’ dilakukan antar
peserta pemegang polis dapat dilihat dari tata cara pengajuan
klaim. Misalnya klaim untuk meninggal dunia, berdasarkan
ketentuan yang tertera dalam Lampiran Ringkasan Informasi
salah satu produk Sun Life Financial Syariah mengenai tata

cara pengajuan klaim pada produk yaitu:

* Dokumen-dokumen klaim

Untuk klaim Manfaat Meninggal Dunia, lengkap dengan
dokumen sesuai ketentuan polis yang antara lain adalah:
» Formulir pengajuan klaim Meninggal Dunia, yang

telah diisi lengkap dan benar (asli);



>

>

>
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Formulir surat keterangan dokter yang diisi lengkap
dan benar (asli);
Formulir surat kuasa rekam medis (asli);
Formulir surat pembayaran (asli) disertai salinan
buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
Polis (asli);
Kartu identitas diri pihak yang diasuransikan,
peserta, penerima manfaat yang ditunjuk, atau pihak
yang mengajukan klaim (salinan);
Surat keterangan kematian dari dokter wajib
dilegalisasi minimal oleh kedutaan atau konsulat
jenderal RI setempat, apabila pihak yang
diasuransikan meninggal dunia di luar negerti;
Akta kematian dari catatan sipil (salinan dan

legalisasi);

Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam lampiran

tersebut, salah satu persyaratan untuk mengajukan klaim

adalah polis. Oleh karena demikian polis dapat dijadikan

bukti

bahwa seseorang tersebut benar-benar merupakan
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peserta dari PT. Sun Life Financial Syariah.? Di dalam polis
dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang terkait
dengan asuransi yang telah disepakati antara peserta
asuransi dan pengelola (perusahaan). Praktek pada Sun Life
Financial Syariah tersebut sesuai dengan ketentuan angka 2
bagian pertama dari ketentuan hukum Fatwa DSN No. 53
yang menyebutkan bahwa akad tabarru’ pada asuransi
adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta

pemegang polis.

Fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006 Tentang Akad

Tabarru’ pada Asuransi Syariah dalam bagian ketentuan

akad menjelaskan bahwa:

1. Akad tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan
dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong
menolong antar peserta, bukan tujuan untuk komersial.

2. Dalam akad tabarru’, harus disebutkan sekurang-

kurangnya:

® Darmawati, wawancara (Tangerang, 26 november 2018)
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a. Hak & kewajiban masing-masing peserta secara
individu;

b. Hak & kewajiban antara peserta secara individu
dalam akun tabarru’ selaku peserta dalam arti
badan/kelompok;

c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim:

d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan

jenis asuransi yang diakadkan.™

Ketentuan yang terdapat dalam bagian ketentuan
akad menjelaskan bahwa akad tabarru’ pada asuransi
syariah dan reasuransi syariah adalah akad yang dilakukan
dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong
menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
Berdasarkan pengertian dana tabarru’ yang dicantumkan
dalam lampiran ringkasan informasi produk asuransi sun
life financial adalah bagian dari iuran asuransi setelah
dipotong ujrah, pengelolaan risiko yang dimasukkan

kedalam dana tabarru’ untuk tujuan tolong menolong

19 Novi Puspitasari “Manajemen Asuransi Syariah “(Yogyakarta: UII
Press,2005)
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diantara para peserta. Berdasarkan pengertian tersebut,
secara substansial sama dengan pengaertian tabarru’ yang

yang tedapat pada Fatwa DSN No. 53.

Yusuf Qudhawi mengartiak tabarru’ sama dengan
hibah. Tabarru’ secara hukum fighiyah juga masuk dalam
kategori akad hibah. Dalam salah satu definisi hibah
disebutkan bahwa:

“hibah dalam pengertian umum adalah bertabarru’
dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam
kondisi hidup.

Jadi, menurut definisi di atas dapat dikatakan bahwa
dana tabarru’ yang merupakan akad hibah apabila telah
diberikan tidak boleh diambil kembali. Perumpamaannya
sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan
oleh ibnu Abbas r.a yang artinya :

“orang yang meninta kembali sesuatu yang telah
dihibahkan/diberikan kepada orang lain, adalah sama
dengan seekor anjing yang muntah kemudian makan
kembali muntahannya tersebut”.

Apabila dana hibah telah diberikan maka tidak boleh

diambil kembali. Hal ini berbeda dengan implementasi yang
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dilakukan oleh Sun Life Financial Syariah, dimana SunLife
Financial Syariah menerapkan sistem pengembalian dana
tabarru’. Adapun mengenai pengembalian akan terjadi
apabila tidak ada kaliam selama polis masih berlaku, dan
juga apabila polis masih berlaku pada tanggal pembayaran
surplus underwriting.™* Namum pengembalian dana tersebut
bukan diambil dari dana tabarru’ yan telah diberikan, akan
tetapi peserta memperoleh dana yang berasal dari surplus
underwriting dana tabarru’. Surplus underwriting adalah
selisih lebih total jumlah pendapatan dana tabarru’ setelah

dikurangi pengeluaran dana tabarru’.

! Darmawati, wawancara (Tangerang, 26 november 2018)



BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan wuraian yang telah penulis
kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi akad tabarru’ dalam asuransi syariah pada
produk brilliance hasanah sejahtera PT. Sun Life Financial
syariah cabang kota Tangerang adalah dengan adanya perusahaan
yang berbasis syariah yang pertama kali memisahkan diri antara
perusahaan konvensional dengan perusahaan syariah yang
menjadi pelopor distribusi asuransi syariah di Indonesia yang
menyadiakan produk asuransi untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat Indonesia yang sesuai dengan syariah.

Produk syariah ini dirancang secara khusus untuk
masyarakat indonesia, khususnya mereka yang menginginkan
investasi yang fleksibel dalam jangka waktu pembayaran

konstribusi yang terbatas. Kami sangat gembira untuk

121
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memperluas bisnis syariah. Ketenangan dalam berasuransi sesuai
kaidah syariah adalah prioritas kami. Dalam menjalankan
usahanya, sun life financial syariah didampingi dan diawasi oleh
dewan pengawas syariah (DPS) MUI.

Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh
dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang
amanah. Pembukuan dana tabarru’ harus terpisah dari dana
lainnya, hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif
peserta dan dibukukan dalam akun tabarru’ dan hasil dari
investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat
memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudhrabah atau akad
mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujrah berdasarkan

akad wakalah bil ujrah.

. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam hal
implementasi akad tabarru’ dalam asuransi syariah pada produk
Brilliance Hasanah Sejahtera:

1. Kepada pihak perusahaan, dan khususnya bagi pihak yang

mengenai pemberitahuan informasi yang terkait penggunaan
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dana tabarru’ karena hal tersebut sangat penting untuk kita
ketahui. Khususnya untuk meningkatkan kepercayaan
nasabah, meningkatkan kualitas pelayanan sehingga akan
lebih banyak lagi jumlah nasabah dan pendapatan premi
tabarru’.

PT. Sun Life Financial Syariah sebagai perusahaan yang
bergerak di bidang asuransi jiwa lebih meninjau kembali pada
peraturan yang tercantum dalam POJK No. 72/POJK.05/2016
tentang kesehatan keuangan peru.sahaan Asuransi dan
perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah, Fatwa DSN
MUI Nomor 21 Tahun 2001, dan Fatwa DSN MUI Nomor 53
Tahun 2006 serta memperbarui informasi-informasi terkait
regulasi tersebut.

Bagi Dewan Pengawas Syariah, pengawasan yang lebih teliti
serta lebih mensosialisasi informasi yang belum disampaikan
kepada perusahaan terkait hal-hal yang penerapannya masih
belum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa
DSN MUI maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
khususnya mengenai pembagian dana tabarru dan surplus

underwriting.
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